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PENGANTAR
DIREKTUR LAYANAN DAN PEMANFAATAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Arsip adalah bukti (evidence) dan aset (asset), demikian menurut ISO
15489-2016-1. Tetapi jauh sebelum pernyataan ISO tahun 2016, pada
tahun 1924, Sir Arthur Doughty, seorang Dominian Archivist Canada telah
menyatakan bahwa arsip adalah aset nasional yang paling berharga.
Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut: “Of all national assets,
archives are the most precious. They are the gift one generation to another,
and the extent of our care of them, marks the extent of our civilization.”
(Dari semua aset nasional, arsip adalah aset yang paling berharga. Arsip
merupakan warisan dari suatu generasi ke generasi, dan sejauh mana
kepedulian kita terhadapnya, menandai sejauhmana peradaban kita).

Arsip merupakan sumber primer (primarty sources) bagi suatu
penelitian. Ia unik (unique), autentik (authentic), dan terpercaya (reliable/
credible/trustworthiness). Pentingnya sumber primer untuk penelitian,
Kkhususnya penelitian sejarah, sejak tahun 1950 telah dibahas oleh Louis
R. Gottschalk dalam bukunya Understanding History: A Primer of Historical
Method. Di Indonesia, pentingnya sumber primer juga bisa dilihat
setidaknya dari dua karya sejarawan, yaitu (1) Prof. Helius Sjamssuddin
(1996, 2007) dalam bukunya Metodologi Sejarah, dan (2) Prof. Suhartno
W. Pranoto (2015) dalam bukunya Teori & Metodologi Sejarah.

Arsip Nasional Indonesia yang dalam perkembangannya menjadi
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Ia lahir empat tahun setelah
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Moh.
Hatta, atas nama Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Arsip
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Nasional Indonesia bukanlah kepanjangan dari Landsarchief bentukan
Pemerintah Hindia-Belanda pada tanggal 28 Januari 1892, melainkan
ia lahir dari rahim Ibu pertiwi, tepatnya setelah pengakuan kedaulatan
oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. la tidak mewarisi arsip
masa Pendudukan Jepang (1942-1945), malainkan hanya mewarisi
arsip peninggalan Belanda yang jumlahnya lebih kurang 10.000 m1
(sepuluhribu meter linier) (ICA, 1989, Guide to the Sources of Asian
History: Indonesia: xv), yang terdiri atas sekitar 2.500 m1(duaribu
limaratus meter linier) arsip Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
(1602-1799) dan sekitar 7.500 m1 (tujuhribu lima ratus meter linier)
arsip peninggalan Pemerintah Hindia-Belanda (Nederndsch-Indie) (1816-
1942).

Khasanah arsip VOC Indonesia adalah khasanah arsip VOC terbesar
di dunia. Arsip VOC (1602-1799) dan arsip Pemerintah Hindia Belanda
(1816-1942) yang diwarisi oleh ANRI adalah sesuai dengan pernyataan
Charles Kecskemeti (2002: 32), Sekretaris Jenderal International Council
on Archives dalam Sovereignty Disputes Claims Professional Culture: Essays
on Archival Polices, khususnya tentang efek kolonisasi (colonization) dan
dekolonisasi (decolonization) dalam kategori v, yaitu “archives created in
the colonies ... inherited by independent successor states.” (arsip-arsip yang
diciptakan di daerah koloni ... diwarisi oleh negara penerus merdeka).
Hal ini berarti arsip yang diciptakan oleh VOC dan Pemerintah Hindia
Belanda yang sebelumnya dekelola oleh Landsarchief diwarisi oleh ANRI.
Warisan arsip ini, diatur oleh Vienna Convention on Succession of States
in respect of States Property, Archives, and Debts (Keckemati, 2000: 259).
Sedangkan koloni yang ditinggalkan oleh penjajah (Pemerintah Kolonial)
menjadi milik successor states (negara penerus) Hal ini diatur oleh Hukum
Internasional yang disebut dengan UTI POSIDETIS JURIS (bahasa Latin).

Perlu disampaikan bahwa Arsip VOC Indonesia telah mendapatkan
sertifikat Memory of the World Register pada tanggal 24 September
2004. Pada tahun 2007, arsip VOC dan arsip Lembaga-lembaga Lokal di
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Batavia telah selesai dibuat Inventarisnya oleh G.l. Balk, F. Van Dijk, dan
D.J. Kortlang, ketiganya arsiparis dari Nationaal Archief, Nederland, yang
dibantuolehbeberapaarsiparis ANRI. Inventaris Arsip inidiberijudul “The
Archives of the Dutch East-Indie Company (VOC) and the Local Institutions
in Batavia (Jakarta).” Inventaris ini dilengkapi dengan PENGANTAR yang
sangat komprehensip dari 3 (tiga) orang sejarawan Belanda, yaitu (1)
Prof. Dr. ES. Gaastra, (2) Dr. Hendrik E. Niemeijer, dan (3) Dr. P. Koenders.
Invetaris Arsip ini telah diterbitkan oleh penerbit kenamaan Belanda,
E.]J. Brill, Leiden pada tahun 2007. Arsip VOC tersebut sebagian sudah
didigitalisasi atas bantuan dari Yayasan Cort (Kort Stichting) Belanda.
Lebih dari 100.000 entri telah disediakan untuk mempermudah akses
bagi siapapun yang ingin meneliti arsip VOC. Adapun judul arsip VOC
yang telah didigitalisasi adalah “sejarah nusantara”. Barangkali judul ini
diilhami oleh tulisan Bernard H.M. Vlekke (1943), seorang sejarawan
Belanda yang berjudul “Nusantara: A History of Indonesia”.

Inventaris arsip merupakan salah satu bentuk sarana bantu
penemuan kembali arsip (finding aids). Inventaris arsip juga merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan atau Manajemen Arsip
Statis, di mana pemanfaatan, pendayagunaan, dan layanan arsip kepada
masyarakat merupakan esensi yang paling penting. Sarana bantu
penemuan kembali arsip memang penting dalam Manajemen Arsip Statis,
tetapi untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, ANRI merasa
perlu untuk melaksanakan Penerbitan Naskah Sumber Arsip.

Dalam konteks Penerbitan Naskah Sumber Arsip tahun 2022, ANRI
akan membatasi pada sebagian arsip VOC dan sebagian arsip Pemerintah
Hindia-Belanda, khususnya arsip-arsip yang berkenaan dengan Kontrak
antara Raja-raja Nusantara dengan VOC dan Pemerintah Hindia-Belanda.
Dalam penerbitan ini dipilih 2 (dua) kontrak, yaitu: (1) Kontrak Raja Bali
dan (2) Kontrak Sultan Kutai. Pemilihan dua kontrak ini berasal dari 789
(tujuhratus delapanpuluh sembilan) kontrak dari Daftar Kontrak yang
ada di ANRI. Penerbitan Naskah Sumber Arsip: Kontrak Raja Bali dan
Kontrak Sultan Kutai pada tahun 2022 ini barangkali menjadi menarik
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dan mudah diingat karena Bali sebagai tempat diselenggarakannya
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G 20 pada tanggal 14-16 Nopember
2022. Sedangkan sebagian wilayah Kutai (Kabupaten Kutai Kertanegara)
dijadikan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) atau Ibu Kota Nusantara yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Tetapi yang
jelas, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip ANRI melihat bahwa
isi Kontrak Raja Bali dan Sultan Kutai sangat penting untuk disampaikan
kepada khalayak.

Berbeda dengan penerbitan Naskah Sumber Arsip sebelumnya,
Penerbitan Naskah Sumber Arsip tahun 2022 ini dirasa perlu untuk
menampilkan teks asli kontrak atau perjanjian dalam bahasa Melayu/
tulisan Arab, di samping bahasa Belanda. Hal ini dimaksudkan agar
khalayak memperoleh isi yang sebenarnya dalam kontrak atau perjanjian,
sehingga tidak terdistorsi oleh penafsiran pihak otoritas Belanda yang
cenderung Nerlando Centris.

Adapun sistematika Penerbitan Naskah Sumber Arsip: Raja Bali dan
Sultan Kutai ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, yaitu:

Pendahuluan

Asal Usul Mesatia

Penghapusan Mesatia di Bali

Hubungan Kesultanan Kutai dengan Belanda
Perjanajian Kesultanan Kutai dengan Belanda

A o

Penutup

Penerbitan Naskah Sumber Arsip tahun 2022 ini dimaksudkan untuk
melengkapi atau menindak lanjuti penerbitan tahun 1964, 1965, dan
1970 yang dilakukan oleh R. Moh. Ali, Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia. Penerbitan naskah sumber arsip tahun 1964 dengan judul
“Surat-Surat Perdjanjian antara Keradjaan-Keradjaan Bali/Lombok
dengan Pemerintah Hindia-Belanda, 1841-1938.” Penerbitan Naskash
Sumber Arsip tahun 1965 dengan judul “:Surat-surat Perdjandjian
antara Kasultanan Bandjarmasin dengan Pemerintahan2 V.0.C. dan
Hindia Belanda, 1635-1860.” Penerbitan Naskah Sumber Arsip tahun
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1970 dengan judul “Surat-surat Perdjandjian antara Kasultanan Riau
dengan Pemerintahan2 V.0.C. dan Hindia-Belanda, 1784-1909.” Penerbitan
Naskah Sumber Arsip pada tahun 1964, 1965, dan 1970 oleh R. Moh Ali
adalah sebagai reaksi terhadap penerbitan Naskag Sumber Arsip oleh
pihak Belanda yang bersifat Nerlando-Centris, yang sengaja mengabaikan
sumber Indonesia, seperti perjanjian antara Raja-Raja Nusantara dengan
VOC dan Pemerintah Hindia-Belanda. Penggunaan naskah sumber arsip
dari Raja-Raja Nusantara ini berarti bersifat Indonesia Centris.

Seperti disampaikan oleh R. Moh. Ali (1964: xi), penerbitan yang
dilakukan oleh ANRI adalah sebagai reaksi atau untuk perbandingan
dengan penerbitan sumber arsip oleh Belanda. Selanjutnya Ali menyebut
ada 4 (empat) penerbitan sumber arsip yang dilakukan oleh ahli Belanda,
yaitu:

1. J.A.Van der Chijs (1885-1900) sebelum ia menjabat sebagai
Landsarchivaris (1892-1905). Penerbitan sumber arsip berjudul
“Nederlandsch-Indisch Plakaatboek” (1602-1811).17 jilid.

2. ].E.Heeres, H.T. Colenbrander, J.A. van der Chijs, ]. de Hullu, F.
de Haan, W. Fruin Mees (1887-1931). ].A. van der Chijs adalah
Landsarchivaris pertama (1892-1905), dan F. de Haan adalah
Landsarchivaris kedua (1905-1922). Penerbitan sumber arsip
berjudul “Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant
Passerede daer ter plaatse als over geheelNederlandsch-Indie
(1624-1682)". 22 jilid.

3. J.KJ.de]Jonge, M.l. van Deventer, ].E. Heeres, & PA. Tiele (1862-
1893). Penerbitan sumber arsip berjudul Opkomst van het
Nederlandsch gezag in Oost-Indie. Verzameling van Onuitgegeven
Stukken uit het oud-Koloniaal Archief (1595- 1811). 15 jilid (13
Jilid Jawa dan 2 Jilid luar Jawa).

4. ].E.Heeres & FW. Stapel (1931-1955)

5. Penerbitan sumber arsip berjudul “Corpus Diplomaticum-Indicum.
Verzameling van Politieke Contracten en Verdere Bedragen door de
Nederlanders in het Oosten gesloten” (1590-1790).
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Penerbitan sumber arsip No. (2) Daghregister ..., No. (3) Opkomst
..., dan No. (4) Corpus Diplomaticum ..., diacu oleh Graham Irwin (1965,
2007) dalam artikelnya yang berjudul “Dutch Historical Sources” dalam
Soedjatmoko (ed.) An Introduction to Indonesian Historiography. Tidak
dapat disangkal lagi bahwa penerbitan sumber arsip, sangat penting
sebagai sumber primer dalam penelitian sejarah.

Arsip VOC dan Arsip Pemerintah Hindia-Belanda merupakan arsip
kolonial. Walaupun namanya Arsip Kolonial tetapi tetap saja merupakan
warisan (heritage) yang berharga, Lebih-lebih arsip yang berupa teks
kontrak atau Perjanjian Raja-Raja Nusantara yang mencerminkan
Indonesia-Centris, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

Tulisan tentang arsip kolonial bisa dilihat dari karya Ann Laura Stoler
(2010) yang berjudul “Colonial Archives and the Art of Governance.” Stoller
(2010: 268) mengatakan bahwa “colonial archives as they are considering
how written documents collide and converge with colonial memories in
the postcolonial field.” (arsip kolonial sebagaimana dipertimbangkan
bagaimana dokumen tertulis bertabrakan dan menyatu dengan memori
kolonial di bidang pasca kolonial.”). Lebih lanjut Stoller (2010: 271)
mengkaitkan istilah “archivum (bahasa Latin) sebagai “residence of the
magistrate” (tempat tinggal hakim) dan “arkhe” (bahasa Yunani) yang
mempunyai arti “to command” (untuk memerintah), dengan mengatakan
bahwa “colonial archives ordered (in both the imperative and taxonomic
sense) the criteria of evidence, proof, testimony, and witnessing to construct
their moral narrations.” (arsip kolonial dipesan (dalam arti imperatif dan
taksonomi), kriteria sebagai evidens, bukti, testimoni, dan kesaksian
untuk mengkonstruksi narasi moralnya). Akhirnya Stoller (2010: 276)
menyimpulkan bahwa “colonial archives as “system of expectation” (arsip
kolonial sebagai “sistem ekspektasi”). Dari jabaran pendapat Stoller
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa “arsip kolonial” penting untuk
dipelajari dan dijadikan sumber penelitian. Namun perlu ditambahkan
di sini bahwa Penerbitan Naskah Sumber Arsip kali ini bukan hanya
menyajikan arsip kolonial melainkan juga arsip Raja-Raja Nusantara.
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Semoga Penerbitan Naskah Sumber Arsip “Kontrak Raja-Raja
Nusantara: Raja Bali dan Sultan Kutai” ini dapat memberikan akses seluas
luasnya buat khalayak dan pada gilirannya bermanfaat buat masyarakat,
bangsa, dan negara

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati, sebagai Direktur
Layanan dan Pemanfaatan Arsip, ANRI, saya mengucapkan terima kasih
yang setulus-tulusnya dan tidak terhingga kepada semua pihak yang
tidak dapat saya sebut satu persatu, dalam mewujudkan Penerbitan
Naskah Sumber Arsip ini.

Jakarta, 1 November 2022
I|
e

- I"!.J
Dra. Multi Siswati, MM.
Direktur Layanan dan Pemanfaatan
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PENDAHULUAN

Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerbitkan naskah

sumber arsip tematis mengenai kontrak atau perjanjian antara
raja-raja di Nusantara dan bangsa-bangsa Eropa. Setidaknya ada tiga
buku naskah sumber arsip bertema kontrak atau perjanjian raja-raja
Nusantara yang telah terbit, yaitu Surat-surat Perjanjian antara
Kerajaan Bali/Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda Tahun
1841-1938 (1964), Surat-surat Perjanjian antara Kesultanan
Bandjarmasin dengan VOC, Bataafsche Republik, Inggris dan Hindia
Belanda tahun 1635-1860 (1965), serta Surat-surat Perjanjian antara
Kesultanan Riau dengan VOC dan Pemerintah Hindia Belanda Tahun
1874-1909 (1970). Penerbitan buku-buku naskah sumber tersebut

Sudah lebih dari setengah abad sejak terakhir kali Arsip
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dimaksudkan sebagai pendukung narasi sejarah kurun waktu 1600-
1942 yang memiliki sudut pandang Indonesiasentris. Sayangnya,
setelah penerbitan tiga naskah sumber tersebut, belum ada lagi
terbitan naskah sumber tentang kontrak atau perjanjian antara raja-
raja Nusantara dan bangsa Eropa padahal arsip mengenai tema

tersebut begitu melimpah dalam khazanah arsip statis ANRI.

Interaksi yang terjalin antara raja-raja di kepulauan Nusantara
dan bangsa-bangsa Eropa, seperti Belanda, Inggris, dan Portugis,
sejak abad ke-16 telah menghasilkan banyak kontrak atau perjanjian
menyangkut berbagai aspek dan kepentingan. Tidak hanya bersifat
politis, perjanjian yang dibuat juga mengenai masalah ekonomi,
sosial, dan budaya. Dilihat dari isinya, tiga naskah sumber arsip
kontrak yang telah terbit disusun berdasarkan batasan geo-grafis,
yaitu kerajaan-kerajaan Bali/Lombok, Kesultanan Banjarmasin, dan
Kesultanan Riau. Di dalamnya ada berbagai jenis perjanjian, seperti
perjanjian politik (pengakuan kekuasaan), perjanjian ekonomi
(pemberian konsesi), dan perjanjian sosial-budaya (terkait
tradisi/adat-isti-adat). Berbeda dengan tiga naskah sumber
terdahulu, Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-raja Nusantara kali ini
tidak disusun berdasarkan batasan geografis melainkan tematis.

Sebagai upaya penerbitan Naskah Sumber Kontrak setelah
sekian lama, pemilihan arsip yang ditampilkan pada Naskah Sumber
Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara kali ini didasarkan pada
keunikan arsipnya. Arsip-arsip tersebut merupakan perwakilan atau
repre-sentatif dari khazanah arsip mengenai kontrak atau perjanjian
raja-raja Nusantara yang tersimpan di ANRI. Arsip perjanjian yang
ditampilkan adalah:

a. Arsip-arsip perjanjian mengenai penghapusan tradisi

mesatia di Bali (Tabanan, Bangli, dan Klungkung); serta
b. Arsip perjanjian mengenai hubungan Kesultanan Kutai
dengan pemerintah Hindia Belanda.
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Arsip perjanjian mengenai penghapusan mesatia di Bali dapat
dikatakan sebagai arsip yang sangat unik dari segi isi informasi dan
konteks kesejarahan. Bila melihat ke Naskah Sumber Surat-surat
Perjanjian antara Kerajaan Bali/Lombok dengan Pemerintah Hindia
Belanda Tahun 1841-1938 yang terbit pada tahun 1964, perjanjian
mengenai penghapusan mesatia di Bali sudah dicantumkan. Namun,
perjanjian tersebut dihadirkan secara apa adanya; isi perjanjian
berbahasa Belanda diketik ulang, sementara isi yang berbahasa Bali
diketik ulang menggunakan alfabet (di naskah perjanjian asli, isi
perjanjian berbahasa Bali ditulis dalam aksara Bali). Teks perjanjian
tidak dilengkapi oleh terjemahan sehingga pembaca harus mener-
jemahkan sendiri isi perjanjian tersebut. Pada Naskah Sumber Arsip
Kontrak Raja-raja Nusantara kali ini, teks perjanjian-perjanjian
mengenai penghapusan mesatia tidak lagi diketik ulang melainkan
ditampilkan hasil scan (pindai) arsipnya sehingga pembaca dapat
melihat dan membaca teks dalam bentuk aslinya. Ditambah lagi,
Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara kali ini
dilengkapi dengan deskripsi dari penerjemahan isi arsipnya.

Sementara itu, perjanjian mengenai hubungan Kesultanan Kutai
dan pemerintah Hindia Belanda dipilih karena nilai pentingnya bagi
sejarah Indonesia secara umum maupun sejarah wilayah Kutai
secara khusus. Pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902 tersebut,
dapat terlihat transisi yang dialami Kesultanan Kutai dan masya-
rakatnya akibat hadirnya aspek-aspek baru sebagai dampak di-
temukannya batu bara dan minyak bumi di wilayah itu. Meskipun
garis sejarah Kesultanan Kutai bersinggungan pula dengan
Kesultanan Banjarmasin, perjanjian-perjanjian antara Kesultanan
Kutai dan pemerintah Hindia Belanda belum pernah ditampilkan ke
publik padahal memiliki implikasi yang penting bagi gerak sejarah
Indonesia.

Terakhir, arsip-arsip pada Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-
Raja Nusantara ini sekilas terlihat tidak saling berkaitan satu sama
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lain. Namun, bila dipahami melalui perspektif yang lebih luas,
sebenarnya ada benang merah yang menghubungkan perjanjian-
perjanjian di Bali dan Kutai tersebut. Konteks yang memayungi
pembuatan perjanjian-perjanjian yang diangkat pada buku ini
adalah upaya pasifikasi atau penguasaan wilayah-wilayah di luar
Jawa oleh Hindia Belanda yang dimulai sejak abad ke-19. Penjelasan
lebih lanjut mengenai konteks atau latar belakang pembuatan
perjanjian akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara disusun
dalam 6 (enam) bab untuk menjawab permasalahan apa, siapa,
kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana perjanjian-perjanjian
tersebut dibuat. Setelah pendahuluan pada Bab I, Bab Il membahas
mengenai sejarah mesatia sekaligus menjabarkan latar belakang
penghapusan tradisi tersebut di Bali. Selanjutnya, Bab III
menampilkan isi tiga perjanjian mengenai penghapusan tradisi
mesatia di Kerajaan Tabanan, Bangli, dan Klungkung. Pada Bab IV,
konteks sejarah hubungan Kesultanan Kutai dengan Belanda
dijelaskan sebagai latar belakang pembentukan perjanjian tanggal
26 Agustus 1902, yang teks dan deskripsinya ditampilkan pada Bab
V. Terakhir, Bab VI merupakan kesimpulan dari permasalahan yang
dibahas dalam buku ini.

Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara ini tentu
saja jauh dari kata sempurna. Dibutuhkan lebih banyak riset dan
penelusuran sumber sebab Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-Raja
Nusantara ini hanya menampilkan lima nomor arsip; empat nomor
arsip dari Inventaris Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara dan satu
nomor arsip dari khazanah Algemene Secretarie!. Terlepas dari

Y Algemene Secretarie merupakan sekretariat yang bertugas membantu Gubernur Jenderal
Hindia Belanda dalam menjalankan pemerintahan. Dibentuk pada 1819, arsip-arsip
Algemene Secretarie meliputi bermacam-macam subyck sebab lembaga tersebut merupakan
pusat bermuaranya informasi di Hindia Belanda. Arsip Algemene Secretarie yang disimpan
di ANRI terdiri atas bermacam seri seperti keputusan (besluit) surat (missive), surat masuk
yang tidak ditindaklanjuti menjadi keputusan (gedeponecrd agenda), dan relegram. Naskah
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kekurangannya, penerbitan Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-raja
Nusantara ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa
informasi, pengetahuan, dan inspirasi bagi para pembaca serta
memberikan akses seluas-luasnya kepada khalayak untuk
kemaslahatannya.

Sumber Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara ini menggunakan arsip Algemene Secretarie
seri keputusan (besluit) Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
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ASAL-USUL MESATIA

(4 hile I was at Bali one of these shocking sacrifices took
Wplace. The Rajah of the neighboring state died on 20
December 1847; his body was burned in great pomp,
three of his concubines sacrificing themselves in the flames. It was a
great day for the Balinese. It was some years since they had the chance
of witnessing one of these awful spectacles, a spectacle that meant for
them a holiday with a odour of sanctity about it; and all the reigning
Rajahs of Bali made a point of being present, either personally or by
proxy, and brought large followings."!

(Ketika saya berada di Bali, terjadi suatu persembahan yang
mengejutkan. Raja dari negara tetangga meninggal pada 20 Desember
1847; badannya dikremasi pada upacara megah, tiga selirnya
mengorbankan diri ke dalam api. Hari itu adalah hari besar untuk

! Alfons van der Kraan, “Human Sacrifice in Bali: Sources, Notes, and Commentary”,

Indonesia, No. 40 (Oktober 1985), him. 112
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orang Bali. Sudah beberapa tahun sejak mereka memiliki kesempatan
untuk menyaksikan salah satu tontonan mengerikan itu, sebuah
tontonan yang dimaksudkan sebagai hari libur yang suci; dan semua
Raja yang berkuasa di Bali hadir, entah secara langsung maupun oleh
wakil, dan membawa banyak pengikut.)2

Ludvig Verner Helms? kebetulan sedang berada di Bali untuk
bekerja kepada Mads Lange saat upacara kremasi untuk Dewa
Manggis, Raja Gianyar, diadakan. Dalam upacara itu, tiga orang
perempuan, selir sangraja, ikut dikorbankan ke dalam api. Kesaksian
di atas ditulis Helms dalam memoarnya, Pioneering in the Far East,
yang terbit pada 1882. Menyaksikan upacara tersebut, Helms dan
Lange bukan satu-satunya orang Eropa di Gianyar. Hadir pula
orientalis Jerman, Dr. R. Th. Friederich—yang juga menuliskan
laporan mengenai upacara tersebut, dan beberapa orang Eropa
lainnya. Sebagai warga Eropa, Helms, Lange, dan Friederich tentu
saja terkejut, takjub, sekaligus ngeri melihat tradisi yang melibatkan
pengorbanan manusia secara langsung. Helms menyebut upacara itu
sebagai sebuah tragedi yang mengesankan buatnya Kkarena
menunjukkan kesetiaan manusia; meskipun dilakukan atas dasar
kepercayaan agama, fanatisme bukan satu-satunya alasan para
korban mau melakukan hal tersebut.*

Pengorbanan sukarela perempuan, baik itu istri ataupun budak,
pada saat kremasi anggota kerajaan dikenal dengan sebutan sati atau
mesatia. Tradisi ini bersumber dari kepercayaan Hindu yang
menyimbolkan kesetiaan sehidup semati dari seorang istri kepada
suaminya. Dengan ikut mengorbankan diri pada saat kremasi,
seorang istri berharap dapat tetap melayani suaminya di kehidupan
akhirat. Dari India, praktik sati atau mesatia dipercaya ikut

? Terjemahan oleh penulis.

3 Ludvig Verner Helms adalah seorang pengelana dari Denmark. Pada 1846, ia tiba di Bali dan
bekerja sebagai sekretaris, juru tulis, dan pekerja kapal di perusahaan milik Mads Lange,
seorang pedagang Denmark, hingga 1849.

* Van der Kraan, op.cit., hlm. 111
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menyebar ke Nusantara bersama dengan persebaran budaya India
dan agama Hindu. Meskipun demikian, hanya di Jawa dan Bali tradisi
tersebut terdokumentasikan pelaksanaannya. Di Bali, mesatia
bahkan masih dilakukan hingga awal abad ke-20 sebelum akhirnya
dilarang. Bab ini memberikan informasi mengenai tradisi sati atau
mesatia dan alasan tradisi tersebut dihapuskan pada awal abad ke-
20.

A. Sati dan Asal-usulnya di India

Di India, tradisi sati telah disebut-sebut sejak setidaknya abad
keempat sebelum Masehi. Referensi paling awal mengenai sati di
India diperoleh dari catatan ekspedisi Alexander Agung ke lembah
Indus pada 326 SM. Namun, tidak diketahui mengenai asal-usul sati
sebelum itu; apakah ia tradisi asli India atau diadopsi dari budaya
lain? Yang bisa dipastikan, tradisi mengenai sati tercatat pula dalam
Weda dan kitab-kitab berbahasa Sanskerta lainnya. Dalam kitab-
kitab agama Hindu, sati dikatakan sebagai praktik yang harus
dilakukan dengan batasan-batasan khusus. Baru pada abad ke-6, sati
boleh dipraktikkan, itu pun tidak pernah secara umum dan hanya
dilakukan oleh keluarga kerajaan dan bangsawan utama.>

Sati identik dengan istri yang membakar diri dalam api kremasi.
Namun, menurut Fisch, esensi sati bukan hanya terletak pada
metode yang digunakan untuk berkorban. Sati merupakan tradisi di
mana seseorang ikut dalam kematian, baik secara sukarela maupun
tidak, dan ditunjukkan kepada publik secara terbuka. Kematian
akibat sati harus diakui dan ditoleransi oleh publik dan pemerintah;
jika tidak, maka kematian tersebut hanya akan dianggap sebagai
pembunuhan atau bunuh diri biasa dan pihak yang terlibat dapat

* Helen Creese, “Ultimate Loyalties: The Self-Immolation of Women in Java and Bali”,
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 2001, Vol. 157, No. 1, OLD JAVANESE
TEXTS AND CULTURE (2001), hlm. 133
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dituntut.® Oleh sebab itu, kematian akibat sati harus identik dengan
aspek ritual dan religius. Selama sati dipraktikkan berdasarkan
prinsip-prinsip agama Hindu, pelakunya akan tetap dianggap
melakukan pengorbanan demi kesetiaan kepada suami. Hal ini pula
yang mmebedakan praktik sati di India dengan mesatia di Jawa dan
Bali yang akan dijelaskan kemudian.

Praktik sati di India yang paling awal tercatat dalam sejarah
terjadi pada 510 Masehi. Catatan itu menyebutkan sati yang
dilakukan seorang perempuan, istri dari Goparaja yang meninggal
dalam perang.? Praktik semacam itu terus dilakukan hingga India
menjadi koloni Inggris. Pemerintah Inggris di India saat itu,
meskipun merasakan ketidaksukaan pada praktik sati, juga tidak
bisa serta-merta melarang. Awalnya, pelarangan praktik sati hanya
dilakukan dengan melakukan pembedaan yang jelas antara kasus
legal dan ilegal yang didasarkan pada hukum Hindu. Namun,
pembedaan tersebut pun masih menimbulkan konflik moral di
kalangan pegawai pemerintah Inggris di India sehingga praktik sati
pada akhirnya dilarang secara keseluruhan pada tahun 1829 melalui
kampanye yang dilakukan baik di India maupun di Inggris untuk
menunjukkan pentingnya pelarangan sati.8 Walaupun demikian,
pada tingkatan individu, sati tetap dilakukan hingga akhir abad ke-
20; salah satu kasus paling terkenal adalah Roop Kanwar yang baru
berusia 18 tahun saat melakukan sati pada 4 September 1987.
Perdebatan mengenai sati juga terus berjalan antara fundamentalis
Hindu dan golongan feminis serta liberal di India.?

¢ Jérg Fisch, “Dying for the Dead”, journal of World History, Vol. 16, No. 3 (Sep., 2005), hlm.
296

7 Creese, op.cit., hlm. 134

# Jorg Fisch, op.cit., hlm. 322

? Helen Creese, op.cit., hlm. 134
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B. Dokumentasi Mesatia di Jawa dan Bali

Sedikit berbeda dengan praktik sati di India, tradisi mesatia di
Jawa dan Bali memiliki batasan-batasan tersendiri. Seperti dicatat
oleh orang-orang Eropa yang menyaksikan mesatia di Balj, tradisi itu
hanya dilakukan oleh perempuan dari keluarga kerajaan. Tidak
hanya istri, tetapi juga budak perempuan. Metodenya pun terbatas:
Ikut menjatuhkan diri ke dalam api kremasi atau ditikam terlebih
dulu sampai mati baru kemudian dimasukkan ke dalam api
kremasi.10 Hal itu yang membedakan mesatia dengan praktik sati di
India yang bisa dilakukan oleh perempuan dari kasta apa pun
dengan metode apa pun selama esensi sati tercapai.

John Crawfurd, pegawai pemerintah kolonial Inggris, mencatat
dan memberikan penyebutan yang berbeda terhadap pelaku mesatia
berdasarkan statusnya. Untuk istri yang mengorbankan dirinya,
Crawfurd menyebutnya sebagai satya. Namun, apabila yang
berkorban adalah selir, budak, atau pengikut lainnya, Crawfurd
menyematkan sebutan bela. Lain halnya dengan Friederich yang
membedakan sebutannya berdasarkan metode kematian; satya ialah
pelaku yang mengorbankan dirinya ke dalam api kremasi suaminya
setelah bunuh diri menggunakan keris, sementara bela
menyongsong kematian dengan melompat ke dalam api yang
berbeda dengan sang suami tanpa menggunakan keris sama sekali.
Meskipun demikian, sebenarnya penggunaan kata satya dan bela
dapat digunakan secara bergantian satu sama lain karena memiliki
makna yang sama. Menurut Creese, terminologi satya diadopsi oleh
bahasa Jawa Kuno dari kata sati yang berasal dari bahasa Sanskerta.
Sati berarti tulus, jujur, loyal, setia (kepada suami, raja, sumpah
tertentu, dan sebagainya) saleh, dan baik. Sementara itu, kata bela
dalam bahasa Jawa Kuno berakar dari kata mabela yang berarti
menyerahkan hidup, bersiap untuk mati bersama orang lain, atau

W Ibid., hlm. 136
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mati untuk dan bersama orang lain. Kata tersebut menjelaskan
perempuan yang bersedia mati menyusul kematian suaminya, juga

untuk menggambarkan kematian prajurit dan pelayan yang
mengikuti kematian majikannya.1!

Tradisi mesatia di Jawa dan Bali jelas memiliki pengaruh dari
India dan menyebar bersamaan dengan persebaran agama Hindu.
Praktik mesatia di Jawa umumnya dilakukan sebelum kedatangan
Islam, setidaknya sampai abad ke-16. Dua catatan awal mengenai
mesatia di Jawa dapat dilihat pada inskripsi yang dikeluarkan oleh
Raja Lokapala pada tahun 802 Saka (880 M) dan sebuah relief pada
Candi Jago. Selain itu, terdapat pula beberapa catatan dari para
pengelana Cina, seperti Ma Huan dan Fei Hsin. Ma Huan
menyaksikan mesatia saat mengunjungi ibu kota Majapahit dalam
rangka ekspedisi Cheng Ho ke Jawa (1413-1415). Mengunjungi Jawa
dalam ekspedisi Cheng Ho (1431-1433) bersama Ma Huan, Fei Hsin
juga mencatatkan praktik mesatia di Jawa secara rinci. Memasuki
abad ke-16, pihak yang mencatat praktik mesatia adalah orang-
orang Eropa yang mulai berdatangan ke Asia Tenggara. Beberapa di
antaranya adalah Tomé Pires, Antonio Pigafetta, dan Thomas
Cavendish (pengelana Inggris).12 Setelah pengaruh Islam menyebar
di Jawa, tradisi mesatia di pulau itu perlahan menghilang.

Sementara itu, tradisi mesatia di Bali berumur lebih panjang
daripada di Jawa. Praktik tersebut masih terus dilakukan hingga
awal abad ke-20 sehingga lebih banyak orang Eropa berkesempatan
menyaksikan mesatia di Bali. Orang Belanda pertama yang
menyaksikan mesatia secara langsung di Bali adalah Jan Oosterwijck.
Saat dikirim ke Bali untuk mencari dukungan militer kepada VOC
yang sedang melawan serangan Mataram, Oosterwijck menyaksikan
mesatia 22 budak perempuan pada upacara kremasi ibu dari Raja
Gelgel pada 21-22 Maret 1633.

Y Ibid., hlm. 137
21bid., hlm. 141-143

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 11
Raja Bali & Sultan Kutai




“The same day, about noon, the Queen’s body was burnt outside
the city with twenty-two of her female slaves.... The body was carried
out of the house through a large hole which had been made in the wall
on the right hand side of the gate. This was done to avoid meeting the
devil; the dead are never taken out through the proper doors because
the devil knows precisely where they are.”13

“Pada hari yang sama, sekitar siang hari, jenazah Ratu dibakar di
luar kota bersama dengan 22 budak perempuan... Jenazahnya
dibawa keluar dari rumah melalui lubang besar yang dibuat di
dinding di sebelah kanan gerbang. Ini dilakukan untuk menghindari
pertemuan dengan setan; jenazah tidak pernah dibawa keluar
melalui pintu-pintu yang patut sebab setan mengetahui dengan tepat
di mana pintu-pintu itu.”14

Setelah itu, semakin banyak orang Eropa yang menjadi saksi
mata tradisi mesatia di Bali dan menceritakannya kembali melalui
memoar masing-masing. Nyaris semua orang Eropa memandang
mesatia sebagai sesuatu yang mengesankan tetapi juga mengerikan
di waktu yang bersamaan. Dari memoar-memoar itu, tergambar
kemarahan dan kebencian yang bersumber dari sudut pandang
moral para penulisnya. Namun, mereka juga menyebutkan
kekaguman sekaligus perasaan iba kepada para korban yang
digambarkan sebagai perempuan hebat tetapi juga menyedihkan.1>
Meskipun para pelaku mesatia disebutkan menjalani tradisi itu
secara sukarela dan penuh kesadaran, orang-orang Eropa
meragukan situasi tersebut. Mereka percaya bahwa ada semacam
tekanan psikologis dan sosial kepada para korban akibat besarnya
pengaruh agama. Perempuan yang melakukan mesatia dikatakan
dijamin masuk surga dan akan hidup bahagia di dalamnya. Pengaruh
keagamaan ini dibuktikan dari hadirnya pendeta wanita yang, selain

13Van der Kraan, op.ciz., hlm. 92
1 Terjemahan oleh penulis.
15 Creese, op.cit., hlm. 148
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melaksanakan ritual, bertugas memberikan penguatan moral
kepada para pelaku mesatia.1é

Dr.R. Th. Friederich, orientalis dan ahli bahasa asal Jerman, yang
memiliki spesialisasi dalam agama Hindu dan memahami bahasa
Sanskerta, menyaksikan kremasi Dewa Manggis, Raja Gianyar, pada
20 Desember 184 7. Dalam catatannya, ia menjelaskan hal mengenai
keberadaan pendeta perempuan.

“The victim sat in the little house on the bridge, accompanied by
a female priest and by her relatives. They all spoke to her of the
happiness which she would soon enjoy. She groomed herself;: combed
her hair, looked into her mirror, rearranged her garment, in short she
arrayed herself as if she was going to a party.”17

“Korban duduk di dalam sebuah pondok kecil di atas jembatan,
ditemani oleh seorang pendeta perempuan dan oleh kerabat-
kerabatnya. Mereka semua bicara kepadanya mengenai kebahagiaan
yang akan ia nikmati segera. Ia mendandani dirinya; menyisir
rambut, melihat ke cermin, menata kembali pakaiannya, singkatnya
ia menyiapkan diri seperti hendak pergi ke pesta.”18

Tidak hanya itu, catatan-catatan kesaksian mengenai mesatia di
Bali juga menggambarkan arti penting mesatia bagi orang Bali.
Upacara kematian dianggap sebagai salah satu upacara keagamaan
penting yang sifatnya mirip dengan perayaan. Pengorbanan
perempuan merupakan puncak dari upacara dan disambut dengan
gegap gempita. Semua saksi orang Eropa yang hadir dalam mesatia
menyebutkan bahwa mereka terkejut dengan suasana bak festival
yang menyambut mereka. Terlepas dari itu, mesatia juga memiliki
arti penting bagi keluarga kerajaan. Pengorbanan yang dilakukan
dalam mesatia merupakan aspek penting untuk menghormati dan
membuat senang orang yang meninggal. Pelaku mesatia

16 Van der Kraan, op.cit., hlm. 120
7 Ibid., hlm. 117

1 Terjemahan oleh penulis.
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dimaksudkan untuk tetap melayani dan menemani almarhum di
alam baka, sebagaimana yang telah dilakukan saat mereka masih

hidup. Pada titik ini, mengorbankan perempuan, entah itu istri atau
budak, yang sebelumnya diidentifikasikan sebagai “milik”
almarhum, tidak jauh berbeda dengan mengorbankan barang-
barang kepemilikan lainnya. Tidak mengherankan apabila
Oosterwijck dan Friederich juga menyebutkan bahwa barang-
barang milik almarhum, seperti kursi, cermin, alat makan, ikut
dibakar pada saat kremasi untuk membuat almarhum senang di
kehidupan selanjutnya. Dalam komentar terakhirnya, Alfons van der
Kraan menyimpulkan bahwa pada dasarnya mesatia menunjukkan
status wanita, khususnya para budak, di puri-puri Bali tidak lebih
dari properti para anggota kerajaan.1?

C. Penghapusan Mesatia di Bali

Pada kenyataannya, praktik mesatia tidak dihapuskan secara
serentak melainkan bertahap sejak pertengahan abad ke-19 di
Buleleng dan Jembrana yang sudah lebih dulu menjadi bagian dari
Hindia Belanda. Kemudian, Karangasem dan wilayah kekuasaannya
di Lombok menyusul pada akhir abad ke-19. Kerajaan-kerajaan Bali
tengah dan selatan, seperti Bangli, Tabanan, Mengwi, Gianyar,
Badung, dan Klungkung, masih terus mempraktikkan mesatia hingga
awal abad ke-20 meskipun Belanda telah sering melayangkan protes
kepada para penguasanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
penghapusan mesatia di negara-negara Bali dilakukan seiring
dengan pengakuan kedaulatan Hindia Belanda oleh kerajaan-
kerajaan tersebut—saat sebuah kerajaan mengakui kekuasaan
Belanda, perjanjian mengenai penghapusan mesatia segera
ditandatangani.

1?Van der Kraan, op.ciz., hlm. 121
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Setelah memapankan kekuatan politik dan ekonominya di

seluruh Jawa pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai
melirik wilayah-wilayah di luar Jawa (Outer Islands). Menurut
Ricklefs, keterlibatan Belanda di seluruh wilayah di luar Jawa
meningkat sejak tahun 1840 meskipun saat itu ada kebijakan untuk
menghindari perluasan kekuasaan. Keterlibatan Belanda di wilayah
luar Jawa umumnya didorong oleh dua alasan yang berhubungan
dengan motif ekonomi dan politik. Pertama, Belanda merasa perlu
untuk menguasai suatu daerah yang dicurigai akan membangkitkan
perlawanan atau pemberontakan di wilayah yang sudah terlebih
dulu ditaklukkan. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan
daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda. Kedua, Belanda merasa
perlu untuk memblokir pengaruh dan kekuatan bangsa Eropa lain di
daerah-daerah luar Jawa meskipun daerah tersebut awalnya tidak
terlalu penting di mata Belanda.20 Salah satu contoh paling terkenal
dari alasan kedua tersebut adalah intervensi Belanda di Kalimantan
yang merespons hadirnya kekuatan Inggris di bawah pimpinan
James Brooke di Sarawak.

Seperti kebanyakan wilayah lain di luar Jawa, Bali juga tidak
pernah benar-benar menarik perhatian Belanda. Walaupun telah
terlibat perdagangan dengan para penguasa di Bali dan juga
menghadapi prajurit-prajurit Bali di Jawa sejak abad ke-18, Belanda
cenderung menghindar untuk terlibat dalam konflik internal yang
terjadi antara penguasa-penguasa di Bali. Baru pada 1840, Belanda
memiliki kepentingan untuk menguasai Bali. Ada dua alasan yang
mendorong Belanda; pertama, maraknya perampokan dan
perampasan kapal-kapal Belanda yang terdampar di pesisir Bali dan
kedua, kemungkinan hadirnya kekuatan Eropa lain di Bali.2! Upaya-
upaya membujuk para penguasa Bali untuk mengakui kedaulatan

M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta: Serambi, 2010, hlm. 289
2 [hid., hlm. 294
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Belanda ternyata tidak berhasil sehingga menimbulkan ketegangan.
Hingga akhir abad ke-19, Belanda hanya mampu mengukuhkan
kekuasaan atas Bali utara dan barat (Buleleng dan Jembrana).

Pada 1882, Belanda menyatukan Bali dan Lombok ke dalam satu
karesidenan di bawah Hindia Belanda. Hal tersebut menimbulkan
ketegangan baru di antara Belanda dan raja-raja di Bali selatan dan

timur. Namun, yang menjadi pembuka jalan bagi kuasa absolut
Belanda di Bali justru adalah intrik dan pertikaian sesama penguasa.
Satu per satu penguasa Bali lantas mengakui kedaulatan Belanda;
pada 1908, semua perlawanan puputan dari penguasa Bali terhadap
Belanda berhasil dipadamkan. Bali secara langsung berada di bawah
kekuasaan Belanda meskipun masih ada keluarga kerajaan yang
berpengaruh dalam batas tertentu.22

Menurut Ricklefs, kekuasaan Belanda di Bali lebih fokus pada
masalah pemberantasan peraturan yang sewenang-wenang,
perbudakan, dan penyelundupan candu. Hal ini dilakukan terutama
setelah Belanda menerapkan Politik Etis di Hindia Belanda.
Persoalan-persoalan sosial menjadi lebih penting karena Bali
dianggap tidak memiliki nilai ekonomi yang terlalu signifikan bagi
Belanda. Salah satu permasalahan sosial yang begitu menarik
perhatian pemerintah kolonial adalah tradisi membakar istri/budak
perempuan saat kremasi anggota keluarga kerajaan (mesatia).
Disebutkan bahwa Gubernur Jenderal W. Rooseboom sangat marah
karena tidak mampu mencegah sebuah kasus mesatia di Tabanan
pada 1903. Saking marahnya, Rooseboom sampai mengajukan
pengunduran diri tetapi tidak dikabulkan.23

Kasus mesatia yang membuat Gubernur Jenderal Hindia
Belanda begitu marah terjadi pada kremasi I Gusti Ngurah Agung,
penguasa Tabanan. Pada September 1903, persiapan untuk
melakukan kremasi I Gusti Ngurah Agung telah dilakukan di sudut-

2 [hid., hlm. 297-299
2 [hid., hlm. 298
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sudut ibu kota Tabanan, seperti yang dilaporkan dalam Bataviaasch
Nieuwsblad. Keluarga dan para abdi kerajaan sibuk menyiapkan

peralatan dan persembahan yang akan dipergunakan saat upacara,
seperti perhiasan, pakaian, dan lain-lain.2¢ Raja Tabanan itu
meninggal pada bulan Maret 1903, tetapi upacara kremasinya baru
dilakukan bulan Oktober. Rencananya, dua orang janda raja juga
akan ikut dibakar dalam upacara itu.

Kabar mengenai dua wanita yang akan ikut dikorbankan saat
kremasi di Tabanan jelas membuat pemerintah Hindia Belanda
gusar. Dengan segera, pemerintah mengirim utusan untuk
memperingatkan Raja Tabanan yang baru agar membatalkan
mesatia. Pertemuan antara Raja Tabanan dan utusan Belanda pada
19 Oktober 1903 tidak mencapai titik temu karena raja menolak
membatalkan mesatia, yang persiapannya sudah nyaris rampung.25
Belanda kemudian mengancam akan mengirimkan ekspedisi militer
ke Tabanan bila tradisi itu tetap dilaksanakan. Namun, Tabanan
tidak goyah. Pada 25 Oktober 1903, kedua janda raja melompat ke
dalam api setelah jenazah suami mereka dikremasi. Alfons van der
Kraan menyebut bahwa kasus itu merupakan praktik mesatia
terakhir di Bali yang terdokumentasikan2é sebab setelah itu Belanda
memaksa para raja merdeka di Bali untuk menandatangani
perjanjian yang menyatakan pelarangan tradisi mesatia.

Mesatia di Tabanan pada 1903, menurut Nordholt, merupakan
salah satu pemicu langsung ekspedisi militer Belanda ke Bali selatan.
Masalah-masalah etis, seperti penyimpangan oleh anggota kerajaan,
perbudakan, dan penyelundupan opium, memang menjadi fokus
utama dalam intervensi pemerintah kolonial di Bali sejak
pertengahan abad ke-19, apalagi kemudian Politik Etis resmi
diberlakukan di Hindia Belanda sejak 1901. Maka dari itu, setelah

% Bataviaasch Niewwsblad, 11 November 1903
% De Locomotief, 2 November 1903

26 Alfons van der Kraan, loccit.
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mesatia di Tabanan tetap dilakukan meskipun sudah ada peringatan
dari Belanda, disusul kemudian terjadi satu kasus perampasan kapal

Cina berbendera Belanda di pesisir Badung, pemerintah kolonial
langsung mengambil tindakan keras dengan mengirim ekspedisi
militer ke Badung. Ekspedisi itu menyebabkan kejatuhan Badung
dan Tabanan, membuat kedua wilayah tersebut harus mengakui
kekuasaan Belanda. Tidak lama setelah kekalahannya, penguasa
Tabanan membuat perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda
untuk menghapuskan praktik mesatia di wilayahnya. Pembuatan
perjanjian semacam itu kemudian diikuti oleh Bangli dan Klungkung,
seperti yang akan dipaparkan dalam bab selanjutnya.
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PERJANJIAN PENGHAPUSAN
MESATIA DI BALI

radisi mesatia atau praktik membakar istri atau budak
perempuan pada upacara kremasi anggota keluarga kerajaan
di Bali merupakan salah satu permasalahan etis yang menjadi
sorotan pemerintah kolonial. Dalam sudut pandang orang Eropa—
yang bisa dilihat dari beberapa catatan kesaksian merekal, tampak
bahwa praktik mesatia dianggap tidak berperikemanusiaan bahkan
bar-bar. Semua orang Eropa yang berkesempatan menyaksikan
mesatia secara langsung secara umum menggambarkan kekaguman
sekaligus kengerian mereka saat melihat para istri atau budak

Alfons van der Kraan membuat kompilasi dari beberapa memoar orang Eropa yang
menyaksikan praktik mesatia secara langsung di Bali. Para saksi Eropa ini memiliki latar
belakang yang berbeda-beda, diantaranya pegawai VOC dan Hindia Belanda, pengelana dari
Denmark, dan para peneliti. Lihat Alfons van der Kraan, “Human Sacrifice in Bali: Sources,

Notes, and Commentary”, Indonesia, No. 40 (Oct. 1985), hlm. 89-121
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perempuan mati dengan sukarela atas nama kesetiaan. Sebagian dari
mereka juga memberikan analisis mengenai motivasi para korban
yang bersedia ikut mati, tentu saja dengan sudut pandang mereka
sebagai orang Eropa.

Praktik yang dilakukan untuk menunjukkan kesetiaan sehidup-
semati itu telah dilakukan berabad-abad di Bali sebelum akhirnya
dilarang setelah pemerintah kolonial menguasai Bali. Pelarangan itu
tidak dilakukan secara serta-merta di seluruh Bali, melainkan secara
bertahap sesuai dengan intervensi politik Belanda di pulau itu. Di
Buleleng dan Jembrana, dua wilayah yang sudah lebih dulu
mengakui kekuasaan Belanda, praktik tersebut telah berhenti
dilakukan sejak pertengahan abad ke-19; menyusul kemudian di
Karangasem dan wilayah kekuasaannya di Lombok.2 Sementara itu,
kerajaan-kerajaan di Bali tengah dan selatan, seperti Bangli,
Tabanan, Mengwi, Gianyar, Badung, dan Klungkung, masih terus
mempraktikkan mesatia hingga awal abad ke-20 meskipun Belanda
telah sering melayangkan protes kepada para penguasanya.3
Perjanjian-perjanjian antara Belanda dan beberapa kerajaan di Bali
tengah dan selatan, yaitu Tabanan, Bangli, dan Klungkung,
ditampilkan dan dipaparkan dalam bab ini.

A. Perjanjian Penghapusan Mesatia di Tabanan

Setelah memaksakan kuasanya ke Badung dan Tabanan,
pemerintah kolonial lalu membuat perjanjian dengan kedua
kerajaan itu, termasuk perjanjian untuk melarang praktik mesatia.
Berikut adalah perjanjian antara raja Tabanan, Gusti Ngurah Agung,
dengan pihak kolonial Belanda yang diwakilkan oleh Johannes
Eschbach, Residen Bali dan Lombok.

2 [bhid., hlm. 89
3 Loc.cit.
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Sampul perjanjian antara Raja Tabanan dan pemerintah Hindia Belanda mengenai
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Perjanjian antara Raja Tabanan dan pemerintah Hindia Belanda mengenai penghapusan
tradisi mesatia, tanggal 20 Januari 1904 halaman 2. (Sumber: Kontrak Bali No. 126)
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Dalam perjanjian
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e ppr— tanggal 20 Januari

1904 dan disahkan
Perjanjian antara Raja Tabanan dan pemerintah Hindia Belanda : _
mengenai penghapusan tradisi mesatia, tanggal 20 Januari di hadapan Guber
1904 halaman 4. (Sumber: Kontrak Bali No. 126) nur (Pepa[jh) Gusti

Gde Ngurah Made Kaleran dan para penguasa wilayah: Gusti Ngurah
Gde, Gusti Wajahan Lobar, Gusti Grudug, dan Gusti Ktut Gde. Tiga
penguasa wilayah lainnya, yaitu Gusti Ngurah Rai, Gusti Gde Raka,
dan Gusti Gde Putra, berhalangan hadir karena sakit.

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai

25



B. Perjanjian Penghapusan Mesatia di Klungkung
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Halaman depan perjanjian antara Raja Klungkung dan
residen Bali dan Lombok mengenai penghapusan mestia
di Klungkung (Sumber: Kontrak Bali No. 117)

Tidak hanya di
Tabanan, pemerintah
kolonial Belanda juga
mengadakan perjanji-
an dengan puri Klung-
kung untuk melarang
praktik mesatia. Pada
saat perjanjian itu di-
buat, Klungkung masih
merupakan kerajaan
yang merdeka meski-
pun sudah dibuat be-
berapa perjanjian di
antara Klungkung dan
pemerintah  kolonial
Belanda, baik menge-
nai politik, batas wila-
yah, maupun masalah
sosial seperti tradisi
mesatia.

Berikut adalah perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda

dan kerajaan Klungkung mengenai pelarangan mesatia di Klung-

kung.
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Perjanjian antara Raja Klungkung dan residen Bali dan Lombok mengenai penghapusan
mesatia di Klungkung halaman 1. (Sumber: Kontrak Bali No. 117)
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Perjanjian antara Raja Klungkung dan residen Bali dan Lombok mengenai penghapusan
mesatia di Klungkung halaman 2. (Sumber: Kontrak Bali No. 117)
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Perjanjian antara Raja Klungkung dan residen Bali dan Lombok mengenai penghapusan
mesatia di Klungkung halaman 3. (Sumber: Kontrak Bali No. 117)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai



Perjanjian peng-
hapusan mesatia di
Klungkung ditanda-
tangani oleh Raja
Klungkung, Dewa A-
gung Putra, dan
Residen Bali dan
Lombok, Johannes
Eschbach, pada tang-
gal 23 September
1904. Saksi yang
hadir adalah Pepatih
Dalem/ Rijksbestuur-
der Dewa Agung Gde
Semarabawa, Pedan-
da Gde Ktut Pedada,
Cokorda Jambe (di-
wakili oleh Cokorda
Mayun karena se-
dang sakit), dan
Cokorda Gde Raka.
Isi perjanjian tidak
jauh berbeda dengan
perjanjian pengha-
pusan mesatia di Ta-
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Perjanjian antara Raja Klungkung dan residen Bali dan
Lombok mengenai penghapusan mesatia di Klungkung
halaman 4. (Sumber: Kontrak Bali No. 117)

banan, yaitu melarang praktik mesatia di wilayah Klungkung dan
wilayah-wilayah lain di Bali dengan alasan kemanusiaan. Raja
Klungkung harus berjanji untuk menghapuskan mesatia di
wilayahnya dan tidak memberi toleransi pembakaran janda dari raja
maupun anggota keluarga raja atau siapa pun.

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

30

Raja Bali & Sultan Kutai
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Halaman sampul perjanjian antara Raja Bangli dan Residen
Bali dan Lombok dalam rangka penghapusan mesatia di
wilayah Bangli, tanggal 19 Januari 1905 (Sumber: Kontrak
Bali No. 88)

Bangli merupakan
salah satu kerajaan di
Bali yang membuat
perjanjian damai de-
ngan pemerintah kolo-
nial Belanda. Seperti
Tabanan, Klungkung,
dan kerajaan-kerajaan
lainnya, Bangli juga
menandatangani per-
janjian untuk mengha-
puskan tradisi mesatia
di wilayahnya. Perjan-
jijan disahkan pada
tanggal 19 Januari
1905; ditandatangani
oleh Dewa Gde Tang-
keban, Raja Bangli, dan
Johannes Eschbach
selaku Residen Bali
dan Lombok, serta
disaksikan oleh para
petinggi, yaitu Dewa
Gde Rai, Dewa Gde
Putu, Dewa Made Raka,
dan Dewa Nyoman
Tangkas.

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai
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Perjanjian penghapusan tradisi mesatia antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda,
tanggal 19 Januari 1905 halaman 1. (Sumber: Kontrak Bali No. 88)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai
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Perjanjian penghapusan tradisi mesatia antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda,
tanggal 19 Januari 1905 halaman 2. (Sumber: Kontrak Bali No. 88)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai
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Perjanjian penghapusan tradisi mesatia antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda,
tanggal 19 Januari 1905 halaman 3. (Sumber: Kontrak Bali No. 88)

34 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai
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Surat Keputusan (Besluit) Gubernur Jenderal Hindia Belanda
tanggal 21 Maret 1905 No. 33 tentang pengesahan perjanjian
antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda tertanggal
19 Januari 1905 halaman 1. (Sumber: Algemene Secretarie

Besluit 21 Maret 1905)
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Perjanjian antara
Raja Bangli dan
pemerintah kolo-
nial Belanda ter-
sebut juga dirati-
fikasi ke dalam
Surat Keputusan
(besluit) Guber-
nur Jenderal Hin-
dia Belanda ter-
tanggal 21 Maret
1905 No. 33.
Surat keputusan
tersebut melam-
pirkan berkas-be-
rkas yang mela-
tarbelakangi pe-
nyusunan besluit,
seperti pertimba-
ngan dari Dewan
Hindia, surat re-
komendasi sekre-
taris Hindia Bela-
nda, dan salinan
perjanjian  yang
sebelumnya telah
ditandatangani.

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai
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Surat Keputusan (Besluit) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 21 Maret 1905 No. 33
tentang pengesahan perjanjian antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda tertanggal
19 Januari 1905 halaman 2. (Sumber: Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905 No. 33)

36 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai
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Surat Keputusan (Besluit) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 21 Maret 1905 No. 33
tentang pengesahan perjanjian antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda tertanggal
19 Januari 1905 halaman 3. (Sumber: Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905 No. 33)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai
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Surat Keputusan (Besluit) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 21 Maret 1905 No. 33
tentang pengesahan perjanjian antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda tertanggal
19 Januari 1905 halaman 4. (Sumber: Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905 No. 33)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai
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Surat Rekomendasi dari Sekretaris Hindia Belanda atas pengajuan berkas-berkas penyusun
surat keputusan (besiuit) halaman 1 (Sumber: Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905
No.33)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai
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Surat Rekomendasi dari Sekretaris Hindia Belanda atas pengajuan berkas-berkas penyusun
surat keputusan (besiuit) halaman 2 (Sumber: Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

No. 33)

Raja Bali & Sultan Kutai
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Rekomendasi dari Raad van Indie (Dewan Hindia) terhadap pembentukan surat keputusan
(besluit) yang meratifikasi perjanjian penghapusan mesatia di Bangli halaman 1. (Sumber:
Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905 No. 33)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 41
Raja Bali & Sultan Kutai
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Rekomendasi dari Raad van Indie (Dewan Hindia) terhadap pembentukan surat keputusan
(besluit) yang meratifikasi perjanjian penghapusan mesatia di Bangli halaman 1. (Sumber:

Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905 No. 33)

42 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
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HUBUNGAN KESULTANAN
KUTAI DENGAN BELANDA

modal Eropa karena kegiatan perusahaan pertambangan

batu bara Steenkolenmaatschappij Oost Borneo dan
adanya pedagang-pedagang Eropa di Samarinda, meningkatnya
jumlah orang China, dan banyaknya orang Banjar, yang sering
mengadakan perlawanan diikuti oleh suku Dayak. Selain itu,
kemunduran keuangan sultan disebabkan oleh bertambahnya jumlah
anggota keluarga sultan. Tidaklah mengherankan, apabila terdapat
reaksi terhadap keadaan-keadaan yang tidak memuaskan di Kutai,
tetapi setiap tindakan perlu dilakukan dengan bijaksana dan hati-hati.
Setiap ketegangan dengan Kesultanan Kutai menyangkut juga
eksistensi perusahaan-perusahaan swasta dan akan melibatkan
kesultanan-kesultanan lain yang berdekatan dengan Kutai. Mereka
dapat juga meninjau kembali hubungannya dengan Pemerintah Hindia

(( M enjelang akhir abad ke-19, Kutai menjadi pusat perhatian

Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai




Belanda sebab para pembesar kesultanannya berusaha untuk
mengambil kesempatan dalam kesempitan.”!

Keterangan Residen Kalimantan bagian Selatan dan Timur
(Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), A.M. Joekes, pada 28
September 1886 di atas secara singkat merangkum gambaran
kondisi Kesultanan Kutai pada masa transisi di akhir abad ke-19.
Berbagai perubahan akibat penemuan sumber ekonomi baru berupa
tambang batu bara dan minyak bumi membawa dampak langsung
terhadap kehidupan masyarakat Kutai sekaligus mendorong
intervensi politik dan ekonomi pemerintah Hindia Belanda di
wilayah Kutai. Kehadiran aspek-aspek baru dalam kehidupan
masyarakat akibat banjir modal dan teknologi dalam eksplorasi dan
eksploitasi bahan tambang menyebabkan gejolak sosial. Sementara
itu, kemakmuran yang diberikan oleh royalti pertambangan kepada
keluarga kesultanan dan para pembesar justru semakin
mempertajam kesenjangan antara para elite Kesultanan Kutai dan
rakyat. Di sisi lain, pemerintah Hindia Belanda merasa perlu
mengamankan situasi demi kelancaran investasi yang telah
digelontorkan di wilayah Kutai.

Bab ini memberikan informasi mengenai hubungan antara
Kesultanan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda yang menjadi latar
belakang pembuatan perjanjian tanggal 26 Agustus 1902. Berbagai
faktor politik dan ekonomi yang saling berkelindan pada akhirnya
mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk bersikap protektif
terhadap aset dan wilayah kekuasaannya di Kutai. Hal tersebut
disebabkan oleh nilai strategis Kutai sebagai penghasil sumber
ekonomi baru di Hindia Belanda, yaitu batu bara dan minyak bumi,
yang akan menjadi primadona untuk periode selanjutnya hingga
keruntuhan Hindia Belanda.

! Ita Syamtasiyah Ahyat, Kesultanan Kutai 1825-1910: Perubaban Politik dan Ekonomi
Akibat Penetrasi Kekunasaan Belanda, Tangerang Selatan: Serat Alam Media, 2013, hlm.
172
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A. Kesultanan Kutai & Eksplorasi Tambang oleh Belanda

Pulau Kalimantan secara umum tidak benar-benar pernah
menarik perhatian Belanda, seperti nyaris semua wilayah lain di luar
Jawa. Black (1985) menyebut pemerintah kolonial Belanda bahkan
menyebut Borneo sebagai lastposten (gangguan atau sesuatu yang
menyusahkan/beban) dan tidak memberi perhatian lebih pada
urusan-urusan di sana hingga memasuki abad ke-20.2 Penemuan
batu bara dan minyak bumi di Kalimantan bagian selatan dan timur
mengubah anggapan tersebut.

Masyarakat Kalimantan bagian selatan dan timur, sebelum
berinteraksi dengan bangsa-bangsa Eropa, berhubungan erat
dengan pedagang-pedagang Bugis, Makassar, dan Sulu. Tidak hanya
berdagang, banyak pula orang Bugis, Makassar, dan Sulu yang
menetap di wilayah itu sejak abad ke-17 dan 18. Kontak pertama
antara masyarakat Kalimantan bagian Selatan dan Timur dan
Belanda terjadi pada tahun 1635 di Banjarmasin. Saat itu, VOC dan
Banjarmasin membuat perjanjian yang saling menguntungkan:
Belanda mendapat hak pembelian lada dan pemungutan bea cukai,
sementara Banjarmasin dibantu untuk menaklukkan kembali Pasir
dan Kutai serta melindungi dari serangan kerajaan Mataram dari
Jawa.? Sampai akhir abad ke-19, Banjarmasin dianggap Belanda
sebagai satu-satunya wilayah penting di Kalimantan bagian selatan
dan timur.

Sebagai salah satu wilayah bawahan Banjarmasin, Kutai
terdampak perjanjian antara Banjarmasin dan VOC. Masyarakat
Kutai diharuskan membayar pajak kepada Belanda seperti daerah-

2 Tan Black, “The “Lastposten”: Eastern Kalimantan and the Ducth in the Nineteenth and
Early Twentieth Centuries”, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 16, No. 2 (September
1985), him. 281

3 Hendra Permana, “Bertahan dan Beradaptasi di Wilayah Frontier: Buruh dalam Industri
Minyak di Kalimantan Tenggara 1900an-1930an”, skripsi Ilmu Sejarah (Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada, 2017), hlm. 34
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daerah kekuasaan Banjarmasin lainnya. Hal ini membuka kontak

antara Kutai dan Belanda meskipun sampai abad ke-19 Kutai tetap
dianggap sebagai daerah yang tidak terlalu bernilai ekonomis bagi
Belanda. Perjanjian Belanda dan Banjarmasin pada 1787
memberikan klaim pada Belanda untuk menguasai bagian timur
Kalimantan. Pada 1817 dan 1823, Belanda kembali menguatkan
klaim atas wilayah-wilayah kekuasaan Banjarmasin, termasuk Kutai.
Dua tahun kemudian, Belanda mengirim George Muller ke
Kalimantan bagian timur untuk melakukan eksplorasi dan membuat
perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal. Muller tiba di istana
Kesultanan Kutai di Tenggarong pada 2 Agustus 1825. Pada saat ini,
perjanjian pertama dibuat pada 8 Agustus 1825, antara Sultan
Muhammad Salehuddin dan Muller sebagai perwakilan pemerintah
Hindia Belanda. Perjanjian itu pada intinya menegaskan kekuasaan
pemerintah Hindia Belanda dan memuat transaksi ekonomi antara
Hindia Belanda dan Kesultanan Kutai.*

Setelah 1825, perlu waktu sekitar dua dekade bagi Belanda
untuk kembali mengarahkan perhatian pada Kalimantan bagian
timur. Penyebab utamanya adalah Perang Diponegoro yang terjadi
pada 1825-1830. Pada dekade 1840-an, barulah Belanda kembali
melirik Kalimantan bagian timur, khususnya Kutai yang memiliki
wilayah paling luas. Menurut Permana (2017), intervensi Belanda di
Kalimantan bagian timur justru didorong oleh kehadiran Inggris di
sisi baratpulauitu.James Brooke, seorang pengelana berkebangsaan
Inggris, berhasil menjadi raja setelah dihadiahkan wilayah Sarawak
oleh Sultan Brunei, sebagai rasa terima kasih atas jasa Brooke
memadamkan pemberontakan lokal pada 1842. Pemberian itu
membuat Brooke menobatkan diri sebagai penguasa di Sarawak dan
Belanda memandang hal tersebut sebagai gangguan bagi
kepentingannya di Kalimantan.5 Oleh sebab itu, Belanda kemudian

* Ahyat, op.cit., hlm. 59
* Permana, gp.cit., hlm. 34-35
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kembali membuat perjanjian dengan Sultan Kutai pada 11 Oktober
1844. Melalui perjanjian ini, pemerintah Hindia Belanda berhasil
memaksa Kesultanan Kutai untuk mengakui kekuasaan Hindia
Belanda atas Kutai. Dampak langsung dari perjanjian tersebut adalah
pengiriman seorang asisten residen bernama H. von Dewall ke
Kutai.s

Kematian Sultan Muhammad Salehuddin pada 1845 mendorong
Belanda untuk membuat perjanjian baru untuk kembali menegaskan
kekuasaannya di Kalimantan bagian timur. Pada 19 Oktober 1850,
dibuat satu perjanjian yang ditandatangani oleh para wali dari Sultan
Muhammad Sulaiman—Sultan Kutai baru yang waktu itu masih
kanak-kanak. Ketika Sultan Sulaiman sudah dewasa, pada 17 Juli
1863, pemerintah Hindia Belanda memperbarui perjanjian tersebut
sekaligus menghapus jabatan perwalian sultan serta mengakui
Sultan Sulaiman Adil Khalifatul Mukminin sebagai Sultan Kutai.
Perjanjian tahun 1863, menurut Ahyat (2013), lebih banyak
membahas masalah kewajiban sultan dan para pembesar Kutai
dibandingkan kewajiban pemerintah Hindia Belanda. Perjanjian
tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan Sultan Kutai semakin
dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda, sebagaimana dikatakan
oleh Residen Kalimantan bagian selatan dan timur yang
menyebutkan tugas sultan ialah sebagai agen politik di wilayah
Kalimantan bagian timur.”

Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman, masyarakat Kutai
menghadapi sebuah era baru akibat penemuan sumber-sumber
ekonomi baru. Hal ini juga menandakan sebuah hubungan baru
antara Kesultanan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda. Penemuan
batu bara dan minyak bumi di Kutai tidak bisa dilepaskan dari
serangkaian upaya eksplorasi yang dilakukan dengan seizin
pemerintah Hindia Belanda. Lapisan batu bara di wilayah Kutai

6 Ahyat, op.cit., hlm. 84
7 Ibid., hlm. 109
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pertama kali diselidiki dan ditemukan oleh Morgan, seorang agen
pegadang GP King berkebangsaan Inggris, di sebelah utara
Samarinda pada 1845. Batu bara dari wilayah tersebut memiliki
kualitas yang tidak terlalu baik sehingga upaya eksplorasi di area itu
tidak diteruskan. Namun, dua tahun kemudian, penduduk lokal
menemukan lapisan batu bara berkualitas lebih baik di area Bukit
Pelarang, tidak jauh dari area pertama. Pada 1860, pemerintah
Hindia Belanda secara resmi mengajukan izin eksplorasi batu bara
di Bukit Pelarang dan Sanga-Sanga kepada Kesultanan Kutai.8
Eksplorasi tersebut menjadi awal dari upaya-upaya eksplorasi
selanjutnya. Tidak hanya batu bara, para pelaku eksplorasi
kemudian justru menemukan harta karun yang lebih baik, yaitu
“emas hitam” atau minyak bumi.

Penemuan minyak bumi di Kalimantan bagian timur memang
tidak bisa dilepaskan dari eksplorasi batu bara. lalah Jacobus
Hubertus Menten, orang yang mengawali eksplorasi minyak bumi di
Kutai. Awalnya Menten melakukan eksplorasi batu bara setelah
mendapat konsesi dari Sultan Kutai pada 1882 untuk jangka waktu
75 tahun. Namun, setelah mendengar kesuksesan Aeilko Jans Zijlker
yang berhasil menambang minyak di Sumatra Utara, Menten
mengalihkan eksplorasinya pada minyak bumi pada 1888. Kawasan
yang menjadi perhatian utamanya adalah Sanga-sanga; Menten
berhasil mengeksploitasi minyak di daerah tersebut melalui
perusahaannya, Oost Borneo Maatschappij (OBM), pada 1902.°
Keberhasilan Menten ini menjadi pintu masuk bagi eksploitasi
minyak bumi di Kutai yang ternyata menyimpan cadangan minyak
cukup besar dan menjadikan Kalimantan bagian timur sebagai salah
satu pusat pertambangan minyak bumi di Hindia Belanda.

¥ Ibid., hlm. 113

? Permana, op.cit., hlm. 44
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B. Perjanjian untuk Menguatkan Kekuasaan

Memasuki paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20,
masyarakat Kutai perlahan-lahan mengalami perubahan sosial yang
merupakan dampak dari penemuan sumber perekonomian baru
berupa tambang batu bara dan minyak bumi di wilayah Kutai.
Eksplorasi dan pembukaan tambang batu bara dan minyak bumi
menghadirkan aspek-aspek kehidupan baru bagi masyarakat,
seperti peralihan dari industri perkebunan ke pertambangan,
hadirnya buruh-buruh asing dari luar Kalimantan, dan penggunaan
teknologi pertambangan seiring dengan masuknya ilmu
pengetahuan baru. Hadirnya aspek-aspek baru tersebut secara
langsung dan tidak langsung menimbulkan gejolak dalam
masyarakat Kutai.

Menurut Ahyat, perubahan sosial di Kutai terjadi akibat revolusi
ekonomi yang didorong oleh pembukaan tambang-tambang batu
bara dan minyak bumi. Salah satu perubahan yang paling terlihat
adalah pembangunan infrastruktur. Penemuan batu bara dan
minyak bumi telah mengubah Kutai dari hutan rimba yang sepi
menjadi daerah pemukiman yang cukup ramai. Contoh paling
terkenal dari kasus semacam ini adalah pembangunan Balikpapan
yang diawali dari pembukaan tambang minyak bumi di wilayah itu.
Setelah minyak bumi mulai ditambang, ribuan kuli kontrak dari luar
Kalimantan didatangkan ke Balikpapan; sebagian besar berasal dari
China dan Jawa. Ada pula pekerja asing dari Inggris, Hongaria, dan
Amerika yang bekerja untuk posisi-posisi teknis berkeahlian khusus,
seperti dokter, ahli pengeboran, dan lain-lain. Infrastruktur mulai
dibangun untuk memfasilitasi para pekerja tersebut.1® Struktur
masyarakat Kutai yang semakin kompleks menyumbang
permasalahan-permasalahan sosial yang semakin kompleks pula.

' Ahyat., op.cit., hlm. 173
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Tidak jarang terjadi gesekan antara pekerja-pekerja pendatang dan

penduduk yang lebih dulu mendiami wilayah Kutai, seperti
masyarakat Dayak, Banjar, Melayu, dan Bugis.

Selainitu, seiring dengan berkembangnya wilayah Kutai sebagai
area pertambangan, keluarga kesultanan dan para pembesar di Kutai
menikmati hasil langsung dari royalti pertambangan. Meningkatnya
taraf hidup keluarga kesultanan dan para pembesar Kutai akibat
pertambangan terlihat dari dikirimnya anak-anak sultan dan para
pembesar ke Jawa untuk bersekolah. Sementara itu, berbagai
fasilitas umum juga dibangun untuk masyarakat Kutai, seperti pasar,
sekolah, jalan, dan jembatan.!?

Sayangnya, peningkatan kemakmuran akibat tambang itu
tampaknya hanya dinikmati oleh keluarga kesultanan dan para
pembesar. Sementara sultan dan para pembesar mendapat royalti
tambang, masyarakat biasa justru dibebani oleh pungutan pajak
baru yang diberlakukan oleh Sultan Kutai pada akhir abad ke-19.
Dalam skema pajak tersebut, Sultan Kutai justru menerapkan beban
pajak paling tinggi kepada masyarakat lokal, disusul kepada
masyarakat Eropa dan China. Dalam surat Residen Banjarmasin
kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 17 Juni 1892,
residen menyebutkan bahwa Kesultanan Kutai memungut pajak
yang lebih tinggi dibanding yang tercantum dalam kontrak. Jenis-
jenis pajak yang diberlakukan, antara lain pajak impor dan ekspor,
cukai minyak bumi, cukai tembakau, uang pelabuhan dan sauh, pajak
pegawai, pajak merek dagang, bea materai, pajak
lelang/sewa/penggadaian tanah, pajak kepala (untuk masyarakat
lokal), pajak candu, dan lain-lain.12

Beban pajak yang diterapkan paling besar bagi masyarakat lokal
menimbulkan reaksi berupa protes dari masyarakat Dayak yang
menolak membayar pajak kepala tahunan sebesar f 2.50 bagi laki-

" Ihid., hlm. 174
2 [hid., hlm. 175-176
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laki yang belum menikah dan f 3.50 bagi laki-laki yang sudah
menikah. Protes tersebut dipimpin oleh kepala suku Dayak Tunjung
bernama Kertapati di Kutai Atas. Usaha dari utusan Kesultanan Kutai
untuk bertemu dengan Kertapati tidak berhasil dan protes berujung
pada konflik bersenjata yang menewaskan 20 orang Dayak.
Pemimpin protes, Kertapati, ditangkap.13

Namun, gejolak sosial yang muncul akibat hadirnya hal-hal baru
dan pergeseran aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat Kutai
bukan satu-satunya alasan pemerintah Hindia Belanda membuat
perjanjian dengan Kesultanan Kutai. Alasan paling utama ialah
ketakutan Belanda terhadap kehadiran kekuatan asing lain di
Kalimantan bagian timur dan selatan. Pendirian Borneo Utara oleh
Inggris pada 1881 menyebabkan kekhawatiran Belanda dan
mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mempertebal
perhatian pada wilayah Kalimantan bagian timur. Pada 1885, sebuah
penyerangan oleh orang-orang Batang Lupar Iban, kemungkinan
berkaitan dengan Charles Brooke—keponakan James Brooke, “raja
kulit putih” dari Sarawak, terjadi di ulu Mahakam, daerah pedalaman
Kutai. Atas kejadian-kejadian itu, Belanda mengambil sikap serius
dengan menempatkan beberapa kontrolir di Bulungan, Berau, Pulau
Laut, dan Pasir untuk mendukung kinerja asisten residen di Kutai.
Selain itu, perjanjian-perjanjian dengan Kkesultanan, termasuk
Kesultanan Kutai, juga diperbarui.1*

Perjanjian pada 1863 bertahan lama dan baru diperbarui pada
1902 menyusul berbagai perubahan dalam bidang politik, ekonomi,
dan sosial di Kutai yang berpengaruh terhadap hubungan antara
Kesultanan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda. Penemuan batu
bara dan minyak bumi di wilayah Kutai serta wilayah-wilayah lain di
Kalimantan bagian selatan dan timur membawa banyak perubahan
yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan Kesultanan Kutai tetapi

13 Ibid., hlm. 177
14 Black, gp.cit., hlm. 287
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juga masyarakat Kutai secara umum—seperti yang telah dijelaskan
di atas. Pembukaan tambang-tambang batu bara dan minyak bumi di
Kalimantan bagian selatan dan timur secara langsung menguatkan
tensi politik dan ekonomi antara penguasa-penguasa lokal, termasuk
Sultan Kutai, dan pemerintah Hindia Belanda. Belum lagi kehadiran
kekuatan bangsa asing yang dianggap sebagai ancaman mendorong
pemerintah Hindia Belanda melakukan intervensi pada penguasa-
penguasa lokal tersebut. Di antara penguasa-penguasa lokal di
Kalimantan bagian selatan dan timur, Kesultanan Kutai termasuk
beruntung karena Sultan Muhammad Sulaiman, meskipun dianggap
lemah oleh Belanda, memiliki kemampuan diplomasi yang mumpuni
sehingga mampu menjaga keseimbangan hubungan kerajaannya
dengan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda pun mengakui
dan menghargai kesetiaan Sultan Kutai dengan menempatkan
Kesultanan Kutai dalam suatu posisi khusus.!> Melalui perjanjian
tanggal 26 Agustus 1902, pemerintah Hindia Belanda dan
Kesultanan Kutai menyepakati poin-poin penting dalam hubungan
keduanya. Perjanjian politik terakhir antara Kesultanan Kutai dan
pemerintah Hindia Belanda pada 26 Agustus 1902 akan dibahas dan
ditampilkan secara detail pada bab selanjutnya.

5 [bid., him. 288-289; Black menyebutkan bahwa Kutai adalah satu-satunya kesultanan di
Kalimantan selatan dan timur yang tidak menandatangani “Deklarasi Pendek” (Korte

Verklaringen) atau pernyataan penyerahan kekuasaan penuh kepada Hindia Belanda.
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PERJANJIAN KESULTANAN
KUTAI & BELANDA (1902)

ji Muhammad Alimuddin naik takhta sebagai Sultan Kutai

pada tahun 1899 setelah ayahnya, Sultan Sulaiman, wafat.

Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Kutai menikmati
hasil dari royalti pemberian izin eksplorasi dan konsesi tambang
minyak dan batu bara yang telah dimulai pada masa kekuasaan
ayahnya. Pada saatitu, Kesultanan Kutai menjadi salah satu keluarga
kerajaan terkaya di kepulauan Nusantara. Meskipun demikian,
kemakmuran yang dinikmati oleh keluarga kerajaan tersebut
ternyata menimbulkan kesenjangan sosial antara pihak istana dan
rakyat Kutai. Hal itu di kemudian hari mendorong penolakan rakyat
terhadap keluarga kerajaan.!

! Ita Syamtasiyah Ahyat, Keswltanan Kutai 1825-1910: Perubaban Politik dan Ekonomi
Akibat Penetrasi Kekuasaan Belanda, Tangerang Selatan: Serat Alam Media, 2013, hlm. 4
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Seperti disinggung dalam bagian sebelumnya, interaksi antara

Kesultanan Kutai dan pemerintah kolonial Belanda sangat
dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan politik yang berkaitan dengan
penemuan sumber-sumber tambang. Selama kurun 1825-1910,
Kesultanan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda telah
menandatangani setidaknya lima perjanjian atau kontrak politik,
yaitu pada tahun 1825, 1844, 1850, 1863, dan 1902. Perjanjian-
perjanjian tersebut memaksa Kesultanan Kutai untuk mengakui
kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Bab ini membahas dan menampilkan perjanjian antara
Kesultanan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda pada 26 Agustus
1902. Penandatanganan perjanjian itu dilatarbelakangi oleh
kepentingan Belanda dalam menjaga keamanan kekuasaan dan
asetnya di Kutai. Seperti perjanjian-perjanjian sebelumnya,
perjanjian tanggal 26 Agustus 1902 itu juga menimbulkan kerugian,
tidak hanya bagi kesultanan tetapi juga bagi rakyat Kutai.

A. Perjanjian Tanggal 26 Agustus 1902

Ditandatangani oleh Sultan Muhammad Alimuddin Adil
Khalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai dan Cornelis Alexander
Kroesen, Residen Borneo bagian Selatan dan Timur (Zuider- en
Oosterafdeling van Borneo), sebagai perwakilan pemerintah Hindia
Belanda, perjanjian tertanggal 26 Agustus 1902 atau 31 Jumadil
Akhir 1320 Hijriah ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Belanda
dan bahasa Arab Melayu. Perjanjian ini berisikan penegasan
pengakuan kedaulatan Hindia Belanda di Kutai dan diratifikasi oleh
pemerintah Hindia Belanda melalui Besluit (Surat Keputusan)
Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 14 Desember 1902
Nomor 30.
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Sampul teks perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda tertanggal 26 Agustus
1902 (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)
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Dalam teks perjanjian tanggal 26 Agustus 1902, Kesultanan
Kutai yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Alimuddin kembali
harus mengakui kekuasaan Belanda di wilayahnya. Hal tersebut
disebabkan oleh penyewaan tanah dan pemberian konsesi tambang
di Kutai kepada Belanda.

Isi teks perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda (halaman 1), tanggal 26
Agustus 1902 halaman 1. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No.2)
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Isi teks perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda (halaman 2), tanggal 26
Agustus 1902 halaman 2. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)
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Isi teks perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda (halaman 3), tanggal 26
Agustus 1902 halaman 3. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No.2)
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Perjanjian dibuka dengan penegasan dari Sultan Muhammad
Alimudin Adil Khalifatul Mukminin dan para pembesar menyatakan

bahwa Kutai merupakan wilayah milik pemerintah Hindia Belanda.
Sultan dan para pembesar juga mengakui Ratu Belanda, yang
diwakili oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, sebagai penguasa
yang sah. Dengan demikian, Kesultanan Kutai berjanji akan setia,
patuh, dan tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda dan
perwakilannya. Poin-poin tersebut tercantum dalam Pasal 1.

Di Pasal 2, dijabarkan batas-batas wilayah Kesultanan Kutai,
termasuk gugusan kepulauan di muara Sungai Kutai (Mahakam)
yang menjadi bagian wilayah kesultanan. Batas-batas wilayah
tersebut, yaitu:

a. sebelah utara berbatasan dengan area Sambaliung,

b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar,

c. sebelah selatan berbatasan dengan area Pasir (Passer), dan

d. batas sebelah barat akan ditentukan kemudian.

Sementara itu, pulau-pulau yang termasuk dalam gugusan
kepulauan di muara Sungai Kutai adalah Pulau Baras Bassah, Pulau
Panjang, Pulau Krinding, Pulau Melahin, Pulau Bontang, Pulau Agar-
Agar, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, dan Pulau Bira Birahan.

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai

o9



Pasal 1 (halaman 4) perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26
Agustus 1902. (Sumber Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

6 O Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 2 (halaman 5) perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26
Agustus 1902. (Sumber Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 61
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 2 (halaman 6) perjanjian tanggal 26 Agustus 1902 antara Kesultanan Kutai dan Hindia
Belanda. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

6 2 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 3 (halaman 7) mengenai pernyataan Sultan Kutai untuk tunduk pada isi perjanjian
tertanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 63
Raja Bali & Sultan Kutai



Pada Pasal 4, Sultan Kutai menyatakan bahwa sultan dan para
pembesar Kutai akan tunduk tanpa syarat kepada keputusan pe-
merintah Hindia Belanda apabila terjadi kasus sengketa perbatasan.
Sultan dan para pembesar Kutai juga dilarang menyerahkan atau
menyewakan wilayah Kutai kepada bangsa/negara selain Belanda
serta dilarang bersekutu atau melakukan perjanjian dan kores-
pondensi dengan negara mana pun. Belanda juga melarang Kesul-
tanan Kutai untuk mengirimkan hadiah, misionaris, atau apa pun
kepada negara lain. Larang tersebut berlaku pula terhadap anak-
anak, kerabat, serta penduduk di Kesultanan Kutai.

Pasal 4 (halaman 8) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902 menyatakan larangan pada
Sultan Kutai dan para pembesar untuk menjalin hubungan dengan pihak asing tanpa seizin
pemerintah Kolonial Belanda. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2

6 4 Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 5 (halaman 9) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda tertanggal
26 Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 6 5
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 5 (halaman 10) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda tertanggal
26 Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo)
No. 2)

6 6 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 5 (halaman 11) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda tertanggal
26 Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo)
No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 67
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 5 (halaman 12) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal
26 Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta.
(Sumber Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

6 8 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 5 (halaman 13) perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26
Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 69
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 6 (halaman 14) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda tertanggal
26 Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

70 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 6 dan Pasal 7 (halaman 15) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia
Belanda tertanggal 26 Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 71
Raja Bali & Sultan Kutai



72

Tidak hanya larangan untuk menjalin hubungan diplomasi
dengan bangsa atau negara lain, perjanjian itu juga menyebutkan
bahwa Belanda berhak ikut campur dalam penunjukan pewaris
takhta pada Pasal 5. Sultan dan para pembesar diperbolehkan
menunjuk pewaris takhta dengan terlebih dulu berkonsultasi
kepada Residen Kalimantan bagian Selatan dan Timur (Zuider- en
Oosterafdeling van Borneo) serta mendapat persetujuan dari
Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jika tidak ada kesepakatan antara
sultan dan residen, penunjukan diserahkan kepada keputusan
Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sementara itu, apabila sultan
wafat dan seorang penerus takhta yang ditunjuk telah cukup umur,
ia baru bisa naik takhta setelah mendapat persetujuan dan
menandatangani sumpah setia kepada Ratu Belanda dan Gubernur
Jenderal Hindia Belanda sebagai perwakilan sang ratu di wilayah
tersebut.

Pemerintah Hindia Belanda juga menyatakan diri berhak ikut
campur pada masalah penunjukan anggota dewan pemerintahan di
Kesultanan Kutai. Para anggota berhak dipilih oleh Sultan Kutai,
namun harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia
Belanda. Pewaris takhta diperbolehkan menghadiri pertemuan-
pertemuan dewan pemerintahan dan memiliki hak pilih. Apabila
Sultan Kutai berhalangan hadir dalam rapat, dewan juga dapat
mengadakan pertemuan dengan wakil yang telah ditunjuk.
Meskipun demikian, semua hasil rapat harus diberitahukan dan
keputusan tetap berada di tangan Sultan Kutai. Tidak hanya itu,
Residen Kalimantan (Borneo) Bagian Selatan dan Timur juga
diperbolehkan hadir dalam pertemuan dewan kesultanan yang
membahas masalah hukum atau administrasi penting. Pernyataan
tersebut dibahas dalam Pasal 8.

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 8 (halaman 16) mengenai dewan Kesultanan Kutai pada perjanjian antara Kesultanan
Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Bormeo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 73
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 8 (halaman 17) mengenai dewan Kesultanan Kutai pada perjanjian antara Kesultanan
Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

74 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 8 dan permulaan Pasal 9 (halaman 18) mengenai dewan Kesultanan Kutai pada
perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber:
Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 75
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 9 (halaman 19) mengenai dewan Kesultanan Kutai pada perjanjian antara Kesultanan
Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2

76 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Sementara itu, pada Pasal 9, disebutkan bahwa Residen

Kalimantan (Borneo) Bagian Selatan dan Timur berperan sebagai
perwakilan pemerintah Hindia Belanda dan Sultan beserta para
pembesarnya dapat berkonsultasi kepada residen; hanya ke-
padanya. Sultan dan para pembesarnya tidak diperbolehkan
mengirim surat kepada pejabat pemerintah Hindia Belanda tanpa
sepengetahuan Residen Kalimantan (Borneo) Bagian Selatan dan
Timur.

Pasal 10 menuliskan bahwa Sultan dan para pembesar Kutai
akan selalu menjalin pendamaian dan persahabatan dengan
pemerintah Hindia Belanda. Jika diperlukan, Kesultanan Kutai
bersedia memberikan bantuan langsung berupa personil, senjata,
dan kapal. Dalam pasal ini, Sultan dan para pembesar juga berjanji
untuk menjalin perdamaian dan persahabatan dengan penguasa
wilayah lain yang termasuk ke dalam wilayah Hindia Belanda.

Selanjutnya, pada Pasal 11 dan 12, pemerintah Hindia Belanda
diberikan hak untuk menempatkan pejabat Eropa atau pribumi serta
personel lain di wilayah Kutai sesuai dengan keperluan. Sultan
beserta para pembesarnya dan pejabat Hindia Belanda tersebut
wajib saling menghormati. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda
juga diperbolehkan mendirikan pemukiman, benteng, atau
bangunan lain di wilayah Kutai dari tanah pemberian sultan. Area
yang diberikan itu akan diberi batas dan dipetakan dengan baik.

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai
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Pasal 10 (halaman 20) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal
26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

78 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 10 (halaman 21) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal
26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 79
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 11 dan permulaan Pasal 12 (halaman 22) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan
Hindia Belanda membahas pemberian izin menempatkan pejabat kolonial di wilayah Kutai,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

8 O Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 12 (halaman 23) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda
mengenai pemberian izin membangun pemukiman dan bangunan lain di wilayah Kutai,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 81
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 12 (halaman 24) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda
mengenai pemberian izin membangun pemukiman dan bangunan lain di wilayah Kutai,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

8 2 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Belanda juga meminta
Sultan Kutai untuk meme-
rintah dengan adil, menja-
min kesejahteraan rakyat,
serta melindungi dan me-
majukan pertanian, indus-
tri, perdagangan, dan pela-
yaran serta seluruh sumber
kehidupan rakyat lainnya.
Sultan juga diminta untuk
melindungi seluruh pendu-
duk Kutai, termasuk pega-
wai kolonial dan pedagang
yang sedang berdagang di
wilayah itu. Oleh karena itu,
semua praktik yang
menyulitkan perdagangan
akan dihapuskan dan dila-
rang di Kutai.

Pasal 13 (halaman 25) pada perjanjian antara Sultan Terkait de ngan per-
Kutai dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26
Agustus  1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan dagangan dan pelayaran,

(RasncolNe. 2) kapal-kapal milik Sultan
dan rakyat Kutai harus dilengkapi dengan surat izin yang
dikeluarkan oleh Sultan dan dibuat sesuai dengan peraturan
pemerintah kolonial. Dokumen-dokumen tersebut tidak akan
dikeluarkan kecuali dengan persetujuan Residen Kalimantan
(Borneo) Bagian Selatan dan Timur yang menandatangani atau
meminta pejabat setempat untuk menandatanganinya. Selain itu,
Sultan dan rakyatnya juga diwajibkan untuk mengibarkan bendera
Belanda, baik di darat maupun di laut, serta dilarang mengibarkan
bendera lain di sampingnya. Hal-hal tersebut disebutkan dalam
Pasal 13.

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

83

Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 13 (halaman 26) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

8 4 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 13 (halaman 27) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 85
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 13 dan Pasal 14 (halaman 28) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah
Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

8 6 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 15 (halaman 29) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 8 7
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 15 (halaman 30) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

8 8 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 15 (halaman 31) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2}

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 89
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 16 (halaman 32) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

9 O Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 16 (halaman 33) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 91
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 16 (halaman 34) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

9 2 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 16 dan permulaan Pasal 17 (halaman 35) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan
pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 93
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 18 (halaman 37) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

9 4 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pada Pasal 19, Belanda menegaskan bahwa perjanjian dengan
Sultan Kutai tanggal 26 Agustus 1902 ini bersifat mengikat dan
berlaku untuk semua rakyat Kutai. Pelaku kejahatan yang berada
dalam cakupan yuridis perjanjian ini akan dikenai hukuman sesuai
dengan hukum di Kesultanan Kutai. Namun, harus dipastikan bahwa
hukuman tersebut tidak menyiksa dan manusiawi. Apabila ada
hukuman yang menyiksa, maka akan diganti ke hukuman yang lebih
manusiawi atas perundingan antara Sultan Kutai beserta para
pembesar dan Residen Kalimantan (Borneo) Bagian Selatan dan
Timur.

Oleh sebab itu, vonis hukuman mati tidak boleh dijatuhkan
sebelum pihak yang bersalah benar-benar diperiksa sesuai dengan
prosedur yang telah ditentukan oleh hukum dan lembaga negara.
Residen Kalimantan (Borneo) Bagian Selatan dan Timur juga harus
memberikan persetujuannya dan lebih dulu memeriksa dokumen
kasus tersebut sebelum vonis hukuman mati dijatuhkan. Jika vonis
hukuman mati telah dijatuhkan, eksekusi harus dilakukan dengan
cara yang lazim di area kantor pemerintah. Namun, apabila Residen
memiliki keberatan dalam pelaksanaan hukuman mati, maka Sultan
dan para pembesarnya harus mengikuti keputusan yang ditetapkan
oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Sementara itu, Pasal 20 membahas hak eksklusif Gubernur
Jenderal Hindia Belanda untuk menolak izin mendirikan tempat
tinggal bagi pihak yang dipandang akan mengganggu ketenteraman
dan ketertiban umum di Kutai. Gubernur Jenderal Hindia Belanda
juga berhak menunjuk tempat tertentu di luar Kutai sebagai tempat
tinggal. Berkaitan dengan hal itu, setiap orang Eropa atau orang
asing yang datang ke Kutai harus mendapat izin dari Residen
Kalimantan (Borneo) Bagian Selatan dan Timur. Pada Pasal 21,
Sultan dan para pembesarnya berjanji untuk tidak menerima tamu
asing yang tanpa izin Residen atau pejabat kolonial setempat. Tidak
hanya itu, pemerintah Hindia Belanda juga berwenang untuk
mengeluarkan peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk
kepentingan Hindia Belanda atau Kutai sehubungan dengan
pemukiman orang Timur Asing di wilayah Kutai.

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai

95



Pasal 19 (halaman 38) mengenai pelaksanaan hukuman di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

9 6 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 19 (halaman 39) mengenai pelaksanaan hukuman di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Bormeo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 9 7
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 19 (halaman 40) mengenai pelaksanaan hukuman di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

9 8 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 19 dan permulaan Pasal 20 (halaman 41) mengenai pelaksanaan hukuman di Kutai,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 99
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 20 (halaman 42) mengenai izin tinggal orang asing di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 O 0 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Penutup Pasal 20 dan Pasal 21 (halaman 43) mengenai kedatangan orang asing di Kutai,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai 101



Pasal 21 (halaman 44) mengenai kedatangan orang asing di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 O 2 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 21 (halaman 45) mengenai kedatangan orang asing di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai 103



Pasal 21 (halaman 46) mengenai kedatangan orang asing di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 O 4 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Selanjutnya, Pasal 22 membahas mengenai kesepakatan Sultan
Kutai serta para pembesar untuk memerangi dan mencegah
perampokan laut dan sungai dengan segala cara. Sultan dan para
pembesarnya juga tidak akan memberikan perlindungan, bantuan,
dan kerja sama dalam bentuk apa pun atau mengizinkan bantuan
dan kerja sama kepada para perompak atau orang yang terlibat
dalam perompakan.

Pada Pasal 23, Sultan
Kutai dan pembesar juga
berjanji untuk memberi-
kan bantuan kepada semua
kapal yang mengalami ke-
sulitan di pantai atau di
sepanjang tepi sungai yang
ada di wilayah Kutai. Sultan
dan para pembesar juga
diwajibkan untuk merawat
orang-orang yang terdam-
par dan tidak mengambil
barang apa pun serta tidak
mengizinkan siapa pun
untuk mengambilnya. Se-
mua pihak wajib memberi
tahu pejabat kolonial se-
tempat mengenai kapal
yang terdampar di wilayah-
nya atau mengenai penyi-

Pasal 22 (halaman 47) mengenai perompak di
wilayah Kutai, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber:

Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2) taan barang-barang dari
pantai dan sungai. Sambil menunggu tindakan yang akan diambil
setelah melapor ke pejabat kolonial, Sultan dan para pembesar Kutai

harus melindungi dan menjaga kapal-kapal atau barang-barang
tersebut dari kerusakan lebih lanjut.

Kontrak Raja-Raja Nusantara :

Raja Bali & Sultan Kutai

105



Pasal 22 (halaman 48) mengenai perompak di wilayah Kutai serta permulaan Pasal 23,
tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 O 6 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 23 (halaman 49) mengenai perlindungan Sultan Kutai kepada kapal-kapal yang
terdampar, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai 107



Pasal 23 (halaman 50) mengenai perlindungan Sultan Kutai kepada kapal-kapal yang
terdampar, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 O 8 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 23 (halaman 51) mengenai perlindungan Sultan Kutai kepada kapal-kapal yang
terdampar, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai 109



Memasuki Pasal 24, perjanjian membahas mengenai larangan
penculikan manusia, perdagangan budak termasuk impor dan
ekspor budak, serta tindakan kriminal lainnya di Kesultanan Kutai.
Sultan dan pembesar Kutai berjanji untuk bekerja sama dengan
pemerintah Hindia Belanda dalam langkah-langkah yang akan
diambil untuk menghapus perbudakan. Sementara itu, di Pasal 25
disebutkan bahwa Sultan dan para pembesar Kutai juga diminta
untuk menghapus adat istiadat dan peraturan yang opresif dan
merendahkan rakyat.

Di pasal selanjutnya (Pasal 26), Sultan dan para pembesar Kutai
menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan pengelolaan
pelabuhan dan pengamanannya kepada pemerintah Hindia Belanda.
Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda berhak menunjuk
para pengawas di pelabuhan-pelabuhan yang dianggap perlu.
Pemerintah Hindia Belanda juga berhak mengelola biaya di
pelabuhan-pelabuhan tersebut. Terkait dengan pelabuhan dan
kegiatan pelayaran, perjanjian ini juga mengatur mengenai
pengangkutan orang dengan kapal uap di wilayah Kutai. Disebutkan
bahwa pengangkutan orang dengan kapal uap diatur mengikuti
peraturan pemerintah Hindia Belanda yang tertera dalam Staatsblad
1894 No. 278. Peraturan tersebut berlaku pula untuk pengangkutan
yang dilakukan oleh kapal-kapal milik Sultan atau bawahannya.

Kontrak Raja-Raja Nusantara :
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Pasal 24 (halaman 52) mengenai larangan perbudakan di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 111
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 24 (halaman 53) mengenai larangan perbudakan di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 1 2 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 25 dan permulaan Pasal 26 (halaman 54) mengenai pengelolaan pelabuhan, tanggal 26
Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)
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Pasal 26 (halaman 55) mengenai pengelolaan pelabuhan, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber:
Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 1 4 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 26 (halaman 56) mengenai pengelolaan pelabuhan, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber:
Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :
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Perjanjian tanggal 26 Agustus 1902 juga mengatur mengenai

pemberian izin eksplorasi dan konsesi untuk usaha pertanian atau
pertambangan. Pada Pasal 27, Sultan dan para pembesar Kutai
dilarang memberikan izin kepada orang-orang yang bukan
penduduk asli Kutai untuk melakukan eksplorasi dan membuka
lahan bagi kegiatan pertanian atau pertambangan. Sultan dan para
pembesar Kutai juga dilarang menjual/menyewakan tanah atau
mengizinkan lisensi/konsesi/hak atas tanah yang diberikan kepada
mereka tanpa persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda.

Pemberian konsesi, menurut Pasal 27, akan selalu diatur dengan
memperhatikan kepentingan umum Hindia Belanda, di mana Kutai
termasuk ke dalamnya, dan sebisa mungkin sesuai dengan
peraturan-peraturan yang sudah ada atau mungkin dibuat lebih
lanjut dengan ketentuan-ketentuan khusus dari pemerintah Hindia
Belanda. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga berhak
memberikan izin eksplorasi dan konsesi serta mendirikan dan
menjalankan perusahaan pertanian atau pertambangan di Kutai
dengan memberikan kompensasi yang adil kepada pihak-pihak
terkait.
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Pasal 27 (halaman 57) mengenai pemberian izin eksplorasi dan konsesi, tanggal 26 Agustus
1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)
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Pasal 27 (halaman 58) mengenai pemberian izin eksplorasi dan konsesi, tanggal 26 Agustus
1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 1 8 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 27 (halaman 59) mengenai pemberian izin eksplorasi dan konsesi, tanggal 26 Agustus
1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)
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Pasal 27 (halaman 60) mengenai pemberian izin eksplorasi dan konsesi, tanggal 26 Agustus
1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 2 0 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda mencantumkan
pula permasalahan-permasalahan kesehatan dan pendidikan dalam
perjanjian tanggal 26 Agustus 1902. Pada Pasal 28, Sultan dan para
pembesar Kutai berjanji untuk mengizinkan dan menginformasikan
vaksin kepada rakyat Kutai. Selanjutnya, Pasal 29 menyebutkan
bahwa Sultan dan para pembesar Kutai berjanji untuk mendukung
dan memajukan pendidikan rakyat di wilayahnya dengan giat
menggunakan sarana-sarana yang memadai.

Di Pasal 30, perjanjian tanggal 26 Agustus 1902 mengatur
tentang penggunaan mata uang. Semua mata uang yang dibawa oleh
pemerintah Hindia Belanda juga berlaku di wilayah Kutai sebagai
nilai tukar yang sah. Selanjutnya, dalam Pasal 31, Sultan dan para
pembesar Kutai dilarang untuk menaikkan atau menurunkan pajak
dan bea yang ada di Kutai, baik dalam bentuk uang maupun tenaga
kerja, serta memberlakukan pajak dan bea baru tanpa izin dari
pemerintah Hindia Belanda.

Selain dari bea-bea yang disebutkan dalam perjanjian tanggal 25
Juni 1900, pajak-pajak berikut ini akan diberlakukan di Kutai
berdasarkan Pasal 31 perjanjian tanggal 26 Agustus 1902:

1. Pajak hasil tanah, yang merupakan 1/10 dari seluruh hasil

hutan yang dikumpulkan.

2. Pajak sebesar f 2,50 untuk setiap pria dewasa yang belum

menikah dan f 3,50 untuk setiap pria yang sudah menikah.

3. Kerja paksa.

Dalam perjanjian, disebutkan pula bahwa pemerintah Hindia
Belanda berhak mengambil alih sebagian atau seluruh pemasukan
dari pajak dan bea tersebut dari Sultan dan para pembesar. Namun,
pemerintah Hindia Belanda akan memberikan kompensasi yang adil
yang akan ditentukan kemudian. Selain itu, pemerintah Hindia
Belanda juga berhak mengubah atau menghapus sumber pemasukan
atau membuat yang baru sebagai gantinya.

Kontrak Raja-Raja Nusantara :
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Pasal 28 dan Pasal 29 (halaman 61) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 2 2 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 30 dan Pasal 31 (halaman 62) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :
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Lanjutan Pasal 31 (halaman 63) mengenai pajak dan bea di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 2 4 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Lanjutan Pasal 31 (halaman 64) mengenai pajak dan bea di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :
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Pasal 32 (halaman 65) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 2 6 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pada Pasal 33, disebutkan bahwa pemerintah Hindia Belanda
akan mempertahankan Sultan Kutai, para pembesar negeri, dan para
penerusnya selama mereka setia memenuhi kewajiban-kewajiban
yang disebutkan dalam kontrak ini. Terakhir, Pasal 34 merupakan
penegasan pemberlakuan kontrak ini yang mulai berlaku pada hari
di mana kontrak ini disetujui.

Perjanjian disepakati di Tenggarong pada hari dan tahun yang
disebutkan di awal perjanjian ini (26 Agustus 1902) dan dibuat
dalam rangkap empat. Perjanjian ditandatangani oleh Sultan Kutai,
Muhammad Alimuddin Adil Khalifatul, dan Cornelis Alexander
Kroesen selaku Residen Kalimantan (Borneo) bagian Selatan dan
Timur, serta para pembesar Kutai, yaitu Pangeran Mangku Negoro,
Pangeran Sosro Negoro, Pangeran Panji, dan Pangeran Prawiro.

Kontrak Raja-Raja Nusantara :
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Pasal 33 (halaman 66) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 2 8 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 33 (halaman 67) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara :
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Pasal 34 (halaman 68) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 3 O Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



Pasal 34 serta tanda tangan dan stempel Sultan Kutai dan Residen Kalimantan bagian Selatan
dan Timur (halaman 69) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Kontrak Raja-Raja Nusantara : 131
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Tanda tangan dan stempel para pembesar Kutai (halaman 70) pada perjanjian tanggal 26
Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

1 3 2 Kontrak Raja-Raja Nusantara :
Raja Bali & Sultan Kutai



PENUTUP

ke pulau-pulau luar Jawa (Outer Islands) pada abad ke-19,

terjadi pula banyak interaksi antara Belanda dan penguasa-
penguasa lokal. Berbagai kepentingan yang melandasi interaksi
tersebut mendorong terciptanya perjanjian atau kontrak antara
kedua belah pihak. Tidak hanya mengenai politik, perjanjian atau
kontrak antara penguasa-penguasa lokal dan bangsa-bangsa Eropa
juga bisa meliputi masalah ekonomi, sosial, atau budaya. Hal
tersebut ditunjukkan dalam arsip-arsip kontrak yang ditampilkan
dalam buku ini. Arsip-arsip kontrak antara raja-raja Bali dan

S eiring dengan perluasan perhatian pemerintah Hindia Belanda

Kontrak Raja-Raja Nusantara :
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pemerintah Hindia Belanda mengenai penghapusan tradisi mesatia
menunjukkan bahwa permasalahan sosial, budaya, dan adat istiadat
juga dapat menjadi salah satu permasalahan penting dalam
hubungan kedua penguasa. Sementara itu, perjanjian antara Sultan
Kutai dan pemerintah Hindia Belanda memberikan gambaran
mengenai irisan kepentingan ekonomi dan politik yang melibatkan
wilayah Kesultanan Kutai di Kalimantan bagian timur.

Arsip-arsip perjanjian atau kontrak yang ditampilkan dalam
naskah sumber arsip ini merupakan sedikit dari koleksi arsip
kontrak antara raja-raja di Nusantara dan bangsa-bangsa Eropa.
Beberapa arsip yang ditampilkan ini diharapkan mampu
memberikan gambaran singkat sekaligus menjadi jalan masuk bagi
peneliti yang ingin membedah koleksi arsip perjanjian atau kontrak.
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